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PUBLIKASI INI

‘Revolusi Sunyi: Kebijakan Dekriminalisasi Napza Dalam Praktik
di Seluruh Dunia’ yang diterjemahkan dari ‘A Quite Revolution:
Drug Decriminalisation Policies in Practice Across The
Globe’ merupakan laporan pertama untuk mendukung kampanye
‘Drugs-It’s Time for Better Law’. Kampanye ini diluncurkan pada
2011, ketika Release menulis surat kepada David Cameron, Perdana
Menteri Inggris, meminta beliau mempelajari kembali kebijakan
napza Inggris, serta mempromosikan pengantar dekriminalisasi
kepemilikan napza. Surat tersebut didukung oleh tokoh-tokoh
ternama seperti Sting, Richard Branson, Caroline Lucas MP, dan

Baroness Meacher.

Kampanye ‘Drugs-It’s Time for Better Law’ akan berkembang
pada 2012 dengan publikasi dari tiga laporan: yang pertama,
makalah dekriminalisasi: ‘Revolusi Sunyi; , yang menunjukkan
bahwa model penegakan hukum yang selama ini diterapkan Inggris
berdampak kecil terhadap penurunan minat penggunaan napza di
Inggris, di sisi lain kriminalisasi terhadap penggunaan napza telah
menimbulkan banyak kerugian terhadap individu dan masyarakat.
Makalah kedua akan diluncurkan pada musim gugur 2012 dan akan
melihat sisi ketidakberimbangan pengawasan dan penuntutan atas
kepemilikan napza di Inggris. Laporan terakhir diluncurkan pada
awal 2013, membahas tentang biaya ekonomi dasar yang terkait

dengan pengawasan dan penuntutan atas kepemilikan napza di

Inggris.

Informast lebih lanjut mengenai kampanye tersebut dapat diakses

melalut situs: www.release.org.uk/decriminalisation
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PARA PENULIS

Ari Rosmarin adalah karyawan magang di Release selama musim
panas 2011 dan merupakan pimpinan penulis laporan ‘Revolusi
Sunyi. Saat ini, ia sedang mengambil gelar ‘Juris Doctor di
Brooklyn Law School New York, di mana ia mengikuti program
Sparer Public Interest Law Fellow dan menjadi editor untuk
rubrik ‘Catatan dan Komentar’ di Jurnal Hukum dan Kebijakan
Brooklyn (Brooklyn Law and Policy Journal). Catatannya yang
berjudul The Phantom Defense: the Unavailability of the
Entrapment Defense in New York City ‘Plain View’ Marijuana
Arrests diterbitkan oleh jurnal tersebut pada musim gugur 2012.
Sebelum masuk ke sekolah hukum, ia bekerja sebagai Koordinator
Advokasi Senior di New York Civil Liberties Union, mengarahkan
kampanye undang-undang perubahan hukuman napza, hak-hak
imigran, hak privasi, dan pengawasan pemerintahan setelah tragedi
9/11. la menghabiskan tahun akademis 2004-2005 dengan
mengikuti kursus di London School of Economics and Political

Science (LSE) dan lulus dari Columbia University pada 2006.

NIAMH EASTWOOD

Niamh adalah Direktur Eksekutif di Release. Beliau adalah seorang
konsultan hukum non-litigasi yang memulai Release pada 2002
sebagai penasihat hukum. Secara reguler, Niamh berkontribusi
untuk jurnal dan publikasi kebijakan napza, seperti Drugs and
Alcohol Today (dimana saat ini ia juga menjadi anggota dewan

direksi), 'Drink and Drug News’, dan menjadi pengarang dan editor
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pada sejumlah publikasi Release seperti Drugs and the Law’ dan
‘Sex Workers and the Law’. Niamh juga bertanggung jawab
membuat rancangan berbagai uraian untuk sejumlah parlemen dan
pembuat kebijakan. la memberikan paparan pada konferensi-
konferensi nasional dan internasional, dan juga kerap diundang
untuk menuliskan komentar di media. Niamh juga salah seorang
anggota dewan Youth R.IS.E. (www.youthrise.org), anggota dari
kelompok ahli yang bekerja untuk Global Drug Survey
(www.globaldrugsurvey.com), serta berperan sebagai dewan

penasihat pada International Doctors for Healthy Drug Policies.
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PENGANTAR

Selama lebih dari 50 tahun berlangsungnya ‘Perang Terhadap
Napza,' perdebatan nasional dan internasional tentang kebijakan
napza bergulir tanpa henti; sementara segelintir hasil nyata yang
berhasil dituai, tidak seimbang dengan berbagai daya upaya yang
telah dilakukan. Tingkat penggunaan napza tetap tinggi di
berbagai negara, pemenjaraan karena tindak pidana kasus napza
berada dalam tingkat yang memprihatinkan,* dan biaya yang harus
disisihkan untuk ‘perang’ telah mencapai miliaran poundsterling
setiap tahunnya.? Kebijakan napza kita saat ini merupakan sebuah

kegagalan.

Di sisi lain, di seluruh penjuru dunia, tak terlacak oleh hingar bingar
publikasi, pemerintah beberapa negara telah menerapkan sebuah
pendekatan kebijakan yang berbeda dalam menangani masalah
napza di tengah masyarakatnya. Beberapa negara mengurangi
hukuman berat atas pelanggaran napza demi menghemat biaya;
beberapa negara lain meningkatkan rencana aksi pendekatan

pengurangan dampak buruk napza dan kesehatan masyarakat;

! Bewley —Taylor, D. Hallam, C. Allen, R. The Incarceration of Drug Offenders: An
Overview, The Beckley Foundation, 2009. Dapat diakses di:
(http://www.beckleyfoundation.org/pdf/BF_Report_16.pdf). Dikunjungi 15 Mei 2012.

2

Laporan terkini dari seorang pakar ekonomi Harvard menunjukkan bahwa Amerika
Serikat menghabiskan kira-kira 49 miliar dolar pada 2008 untuk pembiayaan perang
napza. Miron, A. The Budgetary Implications of Drug Prohibition, 2010. Dapat diakses di
(http://scholar.harvard.edu/files/miron/files/budget_2010_final_0.pdf). Diakses pada
14 Mei 2012.

Satu perkiraan lain menyebutkan pengeluaran global tahunan untuk perang napza pada
kisaran 100 milyar dolar. Krier, S., Fielding, A. The Fiscal Significance of Drugs , Beckley
Foundation, 2011. Dapat diakses di (http://ssdp.org.uk/the-fiscal-significance-of-
drugs/). Dikunjungi pada 15 Mei 2012.
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untuk membatasi dampak merusak dari penggunaan napza
bermasalah. Akhirnya, peningkatan biaya, komitmen terhadap
kebebasan individu, serta menggunungnya bukti-bukti dampak
merusak bagi masyarakat yang dikenai sanksi pidana kasus napza,
stigma, penolakan untuk bekerja, dampak buruk kesehatan
masyarakat; telah memicu beberapa negara untuk mencari
kebijakan alternatif: dekriminalisasi atas kepemilikan dan

penggunaan napza.?

Tidak benar adanya jika kita menganggap pilihan dekriminalisasi
sebagai hal baru. Beberapa negara sudah memberlakukan
kebijakan dekriminalisasi sejak awal 1970-an; bahkan beberapa
negara lain tidak pernah mengkriminalkan kasus kepemilikan dan

penggunaan napza.

Tetapi, 10 tahun terakhir ini, muncul sebuah gerakan baru oleh
negara-negara yang mulai beralih menerapkan model
dekriminalisasi napza, memperlihatkan kian meningkatnya
kesadaran tentang kegagalan model kriminalisasi napza, serta
menguatnya angin politik berhembus ke arah pergeseran

paradigma yang bersejarah.

Dekriminalisasi diartikan sebagai ‘peniadaan sanksi di bawah hukum pidana, dengan
pilihan penggunaan sanksi perdata (contohnya pemberlakuan denda administratif atau
respon terapi yang diperintahkan pengadilan)’. Hughes CE, Steven SA. What Can We
Learn From The Portuguese Decriminalization of lllicit Drugs? British Journal of
Criminology 2010;50:999-1022.

Di bawah rangkaian peraturan dekriminalisasi, kepemilikan dan penggunaan jumlah kecil
napza tetap dianggap melanggar hukum, tapi bukan merupakan tindak pidana. Dalam
menulis laporan ini, kami mempertimbangkan kebijakan dekriminalisasi sebagai salah
satu cara untuk meniadakan catatan kriminal permanen terkait kepemilikan napza atau
pelanggaran penggunaan napza, mencakup pendekatan de jure dan de facto untuk
dekriminalisasi.
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Ada berbagai macam model dekriminalisasi; beberapa negara
menerapkan model de jure, yang diatur oleh undang-undang;
negara-negara lain tidak lagi menempatkan pengawasan atas
kepemilikan napza sebagai prioritas; dengan memberlakukan

dekriminalisasi de facto.

Tren dekriminalisasi terkini belum terpusat di satu benua atau di
negara yang lebih miskin atau lebih kaya; berbagai negara seperti
Armenia, Belgia, Chile, Republik Ceko, Estonia, Meksiko dan
Portugal, antara lain, telah menerapkan beberapa bentuk kebijakan
dekriminalisasi sekitar satu dekade terakhir. Sementara angka pasti
mengenai negara-negara yang memberlakukan dekriminalisasi
formal belum dapat dipastikan dengan jelas, kemungkinan ada

sekitar 25 - 30 negara, tergantung dari definisi yang digunakan.

Pada 2011, model kebijakan dekriminalisast menerima dukungan
penuh saat 'Komisi Global untuk Kebijakan Napza' (Global
Commission on Drug Policy) menerbitkan laporan berjudul 'Perang
Terhadap Napza' (War on Drugs), yang membahas kegagalan
perang global terhadap napza. Komisi int terdiri dari kepala-kepala
negara yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat,
para ahli hak asasi manusia dan kesehatan dunia, ahli ekonomi,
pimpinan-pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan para
pemimpin dunia usaha. Laporan berisi rekomendasi agar negara-

negara dunia menggunakan kebijakan dekriminalisasi, diantara
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berbagai inisiatif lain, termasuk berinvestasi membangun sistem

layanan pengurangan dampak buruk napza.*

Pada 2012, para kepala negara Amerika Latin merespon dengan
memulai rangkaian pertemuan membahas kelayakan mengubah
undang-undang napza di negara masing-masing dengan fokus
pada dekriminalisasi dan regulasi napza yang memungkinkan untuk

diterapkan.®

Beragam model dekriminalisasi yang dipraktikkan saat ini
menyulitkan  penjajakan  dampak  dekriminalisasi  dengan
menggunakan berbagai tolok ukur; seperti prevalensi penggunaan
napza, penggunaan napza yang bermasalah, penyakit dan kematian
yang disebabkan oleh napza, dan biaya peradilan pidana. Setiap
variabel kebijakan dapat berdampak signifikan terhadap keluaran-
keluaran terukur perubahan kebijakan menuju dekriminalisasi.

Beberapa variabel disusun sebagai berikut:

- Jumlah Ambang Batas: Sebagian besar kebijakan
dekriminalisasi, walau tidak seluruhnya, menggunakan ambang
batas maksimal untuk membedakan antara pelanggaran dalam
bentuk peredaran atau penjualan napza (penuntutan pidana)
dan pelanggaran dalam bentuk kepemilikan pribadi (sanksi

administratif atau tidak ada penuntutan pidana).

Global Commission on Drug Policy. War on Drugs: Report of the Global Commssion on
Drug Policy. Rio de Janeiro. Global Commission on Drug Policy, 2011.
(http://www.globalcommissionondrugs.org/). Diakses pada 10 Mei 2012.

Smith P. Central American Presidents Hold Drug Legalisation Summit, The Guatemala

Times 25, Maret 2012.(http://www.guatemala-times.com/news/guatemala/3018-
central-hold-drug-legalization-summit.html) Diakses pada 11 Mei 2012.

REVOLUSI SUNYI | 15



Dengan menggunakan  contoh kokain, Meksiko
memperbolehkan kepemilikan kokain hingga seberat 0,5
gram tanpa adanya penuntutan pidana, sementara Spanyol
memperbolehkan kepemilikan hingga seberat 7,5 gram,

perbedaannya mencapai 1.400 %.5

Jadi, sementara beberapa negara menyatakan telah
menggunakan model dekriminalisasi, mungkin tingkat ambang
batas yang ditetapkan terlalu rendah sehingga kebijakan
tersebut tidak berpengaruh dalam praktik lapangan.

- Jenis Hukuman Administratif: setiap wilayah hukum yang
berbeda memiliki penerapan sanksi yang berbeda untuk
dikenakan pada seseorang yang melakukan pelanggaran
administratif atau pelanggaran perdata terkait penggunaan
napza maupun kepemilikan napza. Sanksi-sanksi tersebut
mencakup: denda, perintah untuk melakukan pelayanan
masyarakat, peringatan, kelas-kelas edukasi, penahanan surat
izin mengemudi, larangan bepergian, penyitaan properti,
larangan berasosiasi, wajib lapor, penghentian manfaat jaminan

sosial, penahanan perdata, atau tidak dihukum sama sekali.

- Peran Jajaran Kehakiman dan Kepolisian: berbagai wilayah
hukum, seperti Republik Ceko dan negara-negara bagian di
Australia yang memberlakukan skema hukum perdata,

memperbolehkan polisi untuk mengenakan denda di tempat

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Threshold
Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010
(http://www.emcdda.europa.eu//html.cfm//index99321EN.html). Diakses pada 1 Mei
2012
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atas kepemilikan napza dalam jumlah kecil, dengan cara yang

sama seperti mengenakan denda atas pelanggaran lalu lintas.

Wilayah hukum lain, seperti Brazil dan Uruguay, mengharuskan
seseorang yang ditangkap karena pelanggaran napza hadir di
hadapan hakim saat persidangan, untuk menentukan denda
yang dikenakan dan menerima sanksi yang pantas, jika memang

ada.

Peran Petugas Medis Profesional dan Program
Pengurangan Dampak Buruk Napza: hubungan antara sistem
kesehatan masyarakat dan sistem penegakan hukum di sebuah
negara dapat secara signifikan mengubah pengalaman
seseorang pasca mengalami penangkapan atas pelanggaran
napza. Di Portugal, setiap orang yang ditangkap akan
dipertemukan dengan para ahli seperti petugas medis
profesional dan pekerja sosial, untuk menilai apakah ia
membutuhkan perawatan rehabilitasi; serta menentukan jenis
perawatan rehabilitasi yang diperlukannya. Di Polandia, jaksa
penuntut umum bertanggung jawab membuat keputusan akhir
apakah seseorang harus dirujuk untuk perawatan rehabilitasi
sebagai pengganti sanksi. Setiap wilayah hukum juga sangat
beragam dalam hal sumber daya yang dialokasikan pada
program pengurangan dampak buruk dan perawatan
rehabilitas, serta dalam hal ketersediaan kedua program
tersebut. Kian banyak bukti bahwa iklim perekonomian terkint
berdampak negatif terhadap ketersediaan program-program

tersebut.”

Stoicescu C., Cook C., Harm Reduction in Europe: Mapping Coverage and Civil Society
Advocacy. London: European Harm Reduction Network, 2010.
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Pencatatan dan Kapasitas Pengukuran Statistik: kapasitas
sebuah negara untuk secara tepat mengukur jumlah pelanggar
hukum, jumlah rujukan ke perawatan medis, prevalensi
penggunaan napza, penyebaran penyakit dan kematian yang
disebabkan oleh napza, adalah beberapa faktor diantara
berbagai faktor lainnya, yang dapat diukur sebelum dan
sesudah implementasi kebijakan dekriminalisasi; hasilnya dapat
menentukan apakah memungkinkan untuk menjajaki dampak
dekriminalisasi terhadap faktor-faktor tersebut. Jika data yang
didapatkan tidak akurat atau tidak konsisten, integritas setiap
penjajakan terhadap dampak kebijakan dekriminalisasi akan

berkurang dan proses evaluasi menjadi sulit.

Tantangan Implementasi: diluar keberadaan kebijakan
dekriminalisasi sesuai undang-undang, kebijakan
dekriminalisasi yudisial maupun kebijakan dekriminalisasi dalam
kerangka regulasi, ketidakmampuan atau keengganan lingkup
kuasa kehakiman untuk melaksanakan kebijakan tersebut dapat
membuat penjajakan manfaat dekriminalisasi menjadi penuh
tantangan. Di Peru, contohnya, para peneliti melaporkan bahwa
polisi sering menangkap dan menahan seseorang dalam jangka
waktu panjang tanpa adanya tuntutan, karena pelanggaran
napza yang sebenarnya sudah  mengalami  proses
dekriminalisasi. Secara praktik, bagi mereka yang ditahan polisi,
sistem semacam itu tidak mencerminkan dekriminalisasi,
terlepas dari fakta bahwa hukum Peru menginstruksikan tidak
boleh ada hukuman atas kepemilikan napza dalam jumlah kecil.
Kemudian, di beberapa wilayah hukum, dampak dekriminalisasi

memiliki efek perluasan jaring (net widening). Artinya,
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sementara tujuan dari  kebijakan int adalah  untuk
memberlakukan dekriminalisasi atas perilaku tertentu, tapi
dalam praktiknya, justru lebih banyak orang yang tertangkap
dalam penerapan sistem itu. Contohnya, di Australia Selatan,
sosialisasi  ‘cannabis expiation notice’ yaitu kebijakan
pengenaan denda di tempat atas kepemilikan ganja dalam
jumlah kecil, justru meningkatkan jumlah orang yang dilaporkan
ke polisi atas kepemilikan ganja. Di New York, kepemilikan
28,34 gram (1 ons) ganja tidak dianggap sebagai sebuah
tindakan kriminal kecuali jika ganja tersebut dibakar dan
digunakan di muka umum. Walaupun demikian, polisi sering
mengelabut anak muda, terutama jika mereka berkulit hitam
atau orang Latin; untuk mengeluarkan ganja yang mereka
simpan, kemudian memperkarakan mereka secara hukum, atas
tuduhan menggunakan ganja tersebut ‘di muka umum’. Hal ini
mendorong pada peningkatan siginifikan angka penangkapan,
dengan 50.300 orang ditangkap karena kepemilikan sejumlah
kecil ganja pada 2010, dibandingkan jumlah total sebesar
33.700 orang yang ditangkap selama periode 1981 hingga
1995.2

Karakteristik Sosial, Budaya, Ekonomi dan Religius:
Hubungan suatu komunitas atau individu terhadap penggunaan
napza dipengaruhi oleh lebih dari sekedar undang-undang
napza di sebuah negara. Kapasitas kesehatan masyarakat,

kehidupan keagamaan, sejarah kebudayaan, kekayaan,

Levine H., Siegel L. $75 Million a Year. New York: Drug Policy Alliance, 2011.
(http://www.drugpolicy.org/docUploads/_75_Million_A_Year.pdf). Diakses pada 11
Mei 2012. UU Reformasi Ganja yang secara efektif mengatur dekriminalisasi kepemilikan
ganja, diberlakukan pada 1977.
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pekerjaan, dan karakteristik sosial lainnya berdampak signifikan
pada prevalensi dan ketergantungan napza pada masyarakat
tertentu. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketidaksetaraan
dalam masyarakat dapat berdampak langsung terhadap
penggunaan napza. Contohnya, Belanda dan Swedia adalah dua
negara dengan dua kebijakan napza yang sangat berbeda,
namun keduanya memiliki kohesi sosial yang cukup tinggi dan
angka penggunaan napza bermasalah di kedua negara tersebut
tergolong rendah.’ Dengan mempertimbangkan faktor-faktor
tersebut, penting sekali untuk mengetahui bahwa kebijakan

dekriminalisasi napza tidak dapat dievaluasi secara sempit.

Terlepas dari tren ke arah dekriminalisasi, berbagal kritik terhadap
pendekatan tersebut terus menerus menyatakan bahwa kebijakan
dekriminalisasi akan menimbulkan banyak permasalahan. Proses
legalisasi yang selama ini membingungkan atau secara sengaja
dirancang menjadi tumpang tindih, peniadaan menyeluruh
terhadap semua sanksi dengan pemberlakuan dekriminalisasi; para
penentang pergeseran model kriminalisasi agresif menggambarkan
bahwa masyarakat dimana dekriminalisasi diberlakukan akan
mengalami peningkatan penggunaan napza yang dramatis, '’ serta

peningkatan dampak buruk penggunaan napza secara

Wilkinson R., Pickett K. The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone. London:
Penguin Books. 2010: P.71

Lihat E.G., Hitchens P. Arguments Against Legalising Drugs. Daily Mail Online 9
November 2009 (http://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2009/11/ARGUMENTS-
AGAINST-LEGALISING-DRUGS.HTML). Diakses pada 11 Mei 2012. Menyatakan bahwa di
setiap negara dimana UU Napza diringankan, maka penggunaan napza meningkat.
Phillips M. George Michael Goes to Junkie Heaven. Daily Mail Online. 20 September
2010 (http://melaniephillips.com/george-michael-goes-to-junkie-heaven) Diakses pada
11 Mei 2012. Menyatakan bahwa laporan kebijakan dekriminalisasi Portugal telah
menurunkan angka penggunaan napza diantara anak muda sebagai ‘data statistik yang
menyesatkan’.

10
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keseluruhan.'* Dalam praktik, terbukti bahwa kenyataan tidaklah

sesederhana itu.

Setelah mengevaluasi demikian banyak kebijakan dekriminalisasi
yang dipraktikkan di seluruh dunia, ada beberapa kesimpulan luas,

satu benang merah kesimpulan dapat ditarik.

Dekriminalisasi bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi
semua aspek penggunaan napza bermasalah; undang-undang
penegakan hukum terkait napza di sebuah negara nampaknya
hanya memiliki pengaruh minimal terhadap dampak buruk
napza di masyarakat. Fakta yang muncul adalah bahwa
kerugian yang ditimbulkan oleh kriminalisasi napza jauh lebih

besar jika dibandingkan dengan dekriminalisasi.

Terlihat bahwa dekriminalisasi mendorong lebih banyak pengguna
napza untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi mengurangi
biaya peradilan pidana, dan melindungi banyak pengguna napza
dari dampak merusak yang ditimbulkan oleh putusan pidana.
Pendekatan dekriminalisasi dapat mengurangi kerugian, dan jasa
perawatan rehabilitasi dapat memberikan dampak positif, baik

terhadap pengguna napza maupun masyarakat secara keseluruhan.

1 Lihat, E.G., Blair I. Richard Branson and lan Blair Debate Drug Decriminalisation. The
Guardian 16 Maret 2012
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/16/conversation-drugs-
decriminalisation-richard-branson). Diakses pada 11 Mei 2012.

‘Jika kita melegalkan napza, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada generasi
mendatang. Segala sesuatu yang kita lihat tentang dekriminalisasi, ternyata hanya
membebaskan gembong napza, karena mereka berada dalam posisi melanjutkan pasar
utamanya tanpa ada penegakan hukum’: Gyngell K. A Response to Prof. Stevens on Drug
Decriminalisation. London: Centre for Policy Studies, 2011
(http://www.cps.org.uk/blog/q/date/2011/05/16/a-response-to-prof-stevens-on-drug-
decriminalisation/) Diakses pada 11 Mei 2012. Menyatakan bahwa kebijakan
dekriminalisasi dapat membawa pada peningkatan penggunaan napza dan peningkatan
dampak buruk napza.
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Sebuah putusan pidana atas kepemilikan atau penggunaan napza
dapat berdampak negatif pada kesempatan kerja, kesempatan
menempuh pendidikan, dan kesempatan seseorang untuk

bepergian di masa mendatang.

Di Inggris, contohnya, ada serangkaian pekerjaan yang
mensyaratkan adanya pemeriksaan catatan kriminal, seperti
pekerjaan yang melibatkan kaum rentan dan anak-anak. Sementara
persyaratan membuka catatan kriminal seseorang di bidang profesi
tertentu dianggap pantas untuk dilakukan, catatan atas kepemilikan
napza ilegal tentunya tidak relevan. Lebih lanjut, undang-undang
Inggris mengharuskan semua pelamar kerja untuk mengakui jika
pernah terlibat kasus napza saat melamar untuk posisi tertentu,
walaupun putusan tersebut sudah lama dijatuhkan. Undang-
undang ini tidak hanya merugikan calon pekerja tersebut, tapi juga
merugikan mereka yang memiliki riwayat penggunaan napza yang
bermasalah; hal ini juga dapat menghambat mereka untuk kembali
ke tengah masyarakat. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris
pada 2008 oleh Komisi Kebijakan Napza Inggris (UK Drug Policy
Commission) menyatakan bahwa hampir 2/3 pemberi kerja
meyakini bahwa mereka yang di masa lalunya memiliki riwayat
penggunaan napza adalah orang-orang yang tidak dapat
dipercaya; dan para pemberi kerja juga mengkhawatirkan
keselamatan di tempat kerja jika mereka mempekerjakan seseorang

yang pernah menggunakan napza .*?

12 yk Drug Policy Commission. Working Towards Recovery: Getting Problem Drug Users

into Jobs. London: UK Drug Policy Commission, 2008 (http://www.ukdpc.org.uk/wp-
content/uploads/Policy%20report%20-
%20Working%20towards%20recovery_%20getting%20problem%20drug%20users%20in
t0%20jobs.pdf). Diakses pada 11 Mei 2012.

22 | REVOLUSI SUNYI



Di Amerika Serikat (AS), dampak kriminalisasi terhadap para
pengguna napza dapat merampas kebebasan, kesejahteraan,
pendidikan, dan hak pilih mereka di banyak negara bagian.*®
Banyak anak muda di AS yang pernah dijatuhi sanksi pidana atas
kepemilikan napza saat mereka masih duduk di bangku kuliah;
berpotensi kehilangan dana pendidikan dari pemerintah federal
AS.14

Setiap tahun, di seluruh dunia, ratusan ribu, bahkan jutaan anak
muda dijatuhi hukuman atas kepemilikan napza dalam jumlah kecil.
Riwayat pelanggaran ini menciptakan banyak sekali batasan
terhadap peluang di masa depan mereka dan dapat membuat

mereka tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

Bahkan, yang lebih membahayakan adalah dampak kriminalisasi
semacam itu terhadap sistem elektoral. Karena banyak negara
bagian di AS yang memiliki undang-undang yang melarang
penduduk yang pernah dikenai sanksi pidana untuk memberikan
suara saat pemilu, dan mayoritas dari mereka yang pernah

menjalani sanksi pidana terkait napza adalah keturunan Afrika-

13 StevensA. Drugs, Crime and Public Health: The Political Economy of Drug Policy.
Abingdon: Routledge, 2010: P.116

Lihat 20 USC § 1091(R)(1) (2006) — Untuk satu pelanggaran bantuan dana akan
ditangguhkan selama satu tahun; untuk pelanggaran kedua, bantuan akan ditangguhkan
selama dua tahun; untuk pelanggaran ketiga, bantuan dana akan dihentikan; 20 USC &
1091(R)(2) (2006) Menurut Undang-Undang ini, seorang siswa yang telah ditangguhkan
bantuan dananya oleh pemerintah, akan mendapatkan kembali bantuan dana tersebut
sebelum masa penangguhan permanen bila siswa tersebut telah menyelesaikan program
rehabilitasi napza dan mampu melewati dua tes napza yang ditetapkan tanpa
pemberitahuan waktu. (https://www.law.cornell.edu/USCODE/TEXT/20/1091).Diakses
pada 20 Mei 2012.

14
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Amerika,*® taraf penghilangan hak ini dapat berdampak signifikan

terhadap pemilu, baik di tingkat daerah, maupun tingkat nasional.®

Selanjutnya adalah sebuah gambaran dari kebijakan dekriminalisast
dalam praktik di seluruh dunia. Tujuan dari laporan ini bukanlah
untuk menyatakan kebijakan dekriminalisasi lebih sempurna
dibandingkan kebijakan lainnya, juga bukan untuk menjabarkan
masing-masing kebijakan dekriminalisasi secara rinci. Laporan ini
dibuat untuk meringkas beberapa penelitian mengenai
dekriminalisasi dan untuk membuat profil singkat negara-negara
yang sudah memberlakukan dekriminalisasi. Tujuannya adalah
untuk menunjukkan bahwa model penegakan hukum yang
diterapkan memiliki dampak kecil terhadap permasalahan napza di
tengah masyarakat. Tidak semua wilayah hukum diikutsertakan.
Beberapa negara, seperti Vietnam, sudah menggunakan model
dekriminalisasi, namun dalam penerapan sanksi pidana masih
menggunakan sistem yang sangat merugikan untuk mengatasi
masalah napza. Banyak negara Asia Tenggara yang sudah
memperkenalkan ‘pusat penahanan wajib’, di mana pengguna
napza ditahan secara paksa sampai dengan 2 tahun, pusat-pusat

penahanan ini telah dilaporkan melakukan pelanggaran HAM

15 King R. Disparity by Geography: The War on Drugs in Americas Cities. The Sentencing

Project. 2008: Hal. 10

Diakses pada 2 Juli 2012.

Pada 2003, warga Afrika-Amerika yang ditangkap terkait kasus napza 23.8 % lebih tinggi
dibanding warga kulit putih.

16 Steven S A. Drugs, Crime and Publich Health: The Political Economy of Drug Policy.

Routledge, 2010: halaman 116. Lebih dari 5 juta warga Afrika America kehilangan hak
suara dalam pemilu, sepertiga dari mereka adalah terpidana kasus napza.
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serius, dimana pengguna napza dipukuli atau diperkosa, dan

kemungkinan dimanfaatkan sebagai pekerja paksa.'’

Banyak komentator di Inggris berpendapat bahwa kepemilikan
ganja  telah  didekriminalisasi  secara  efektif, ~ dengan
diperkenalkannya sanksi non-kriminal atas kepemilikan napza pada
2004. Namun, dampak dari sanksi-sanksi ini kemudian
membuahkan efek perluasan jaring, dengan hanya terjadi sedikit
penurunan terhadap jumlah orang yang dikenat sanksi kriminal atas
kepemilikan ganja di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun
2003.*® Karenanya, kebijakan ini tidak akan dibahas lebih lanjut di

laporan ini.

Wilayah hukum yang memicu studi kasus makalah ini adalah
contoh-contoh dari negara-negara yang sudah menerapkan model
dekriminalisasi dengan baik, maupun negara-negara yang
menerapkan  ‘dekriminalisasi  kosong’; yaitu, negara yang
menetapkan ambang batas kepemilikan yang demikian rendah
hingga sistem dekriminalisasi tidak mungkin dijalankan, dan
mayoritas individu justru mengalami kriminalisasi. Anehnya,

negara-negara yang memiliki sistem dekriminalisasi yang lemah itu

1 A
7 World Health Organization. Assessment of Compulsory Treatment of People who Use

Drugs in Cambodia, China, Malaysia and Vietnam: An Application of Selected Human
Rights Principles. Western Pacific Region: World Health Organization 2009.

Diakses pada 20 Mei 2012.

Ministry of Justice, Criminal Justice Statistics England and Wales, 2010, Conviction
Tables, Tab.A.10

18

Diakses pada 14 Mei 2012.

Masalah dengan statistik ini adalah bahwa pelanggaran dan peringatan terkait ganja
dicatat di bawah pelanggaran ganja spesifik dan pelanggaran napza golongan B. Jumlah
individu yang dipidanakan untuk kepemilikan ganja pada 2003 adalah 62.842 orang; dan
pada 2010 adalah 44.058 untuk kepemilikan ganja serta 8.454 untuk kepemilikan napza
golongan B. Lebih lanjut, 79.000 orang menerima peringatan terkait ganja, dan 13.916
orang menerima sanksi karena pelanggaran.
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juga cenderung menjatuhkan sanksi berat bagi mereka yang
terlibat dalam kepemilikan napza dengan jumlah di atas ambang
batas tadi. Kebijakan ini kemudian mengarah pada sanksi yang
lebih keras bagi para pengguna napza, dan tidak seimbang jika
dibandingkan dengan pelanggaran lainnya'®. Laporan ini akan
menyimpulkan kerangka singkat tentang hal-hal yang dapat

dipertimbangkan sebagai model dekriminalisasi yang efektif.

19 Harris G. Conviction by Numbers: Threshold Quantities for Drug Policy. Series on
Legislative Reform of Drug Policies no.14. Amsterdam: Transnational Institute &
International Drug Policy Consortium, 2011: halaman 6.

Sebagai contoh di Rusia, 6 gram ganja dan 0.5 gram kokain dan heroin diperhitungkan
sebagai jumlah yang kecil, tetapi bila seseorang melampaui ambang batas ini, maka
napza yang dimililki diperhitungkan sebagai jumlah ‘besar’ dan dapat terancam hukuman
sampai dengan 2 tahun kerja paksa atau sampai dengan 3 tahun pemenjaraan.
(http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Threshold-quantities-for-drug-
policy.pdf). Diakses pada 13 Juni 2012.

26 | REVOLUSI SUNYI



SISTEM DEKRIMINALISASI
DI BERBAGAI
NEGARA



Pada 2009, Mahkamah Agung Argentina menerbitkan "Keputusan
Arriola’, mengumumkan bahwa undang-undang napza Argentina®’
yang mengenakan sanksi pidana atas kepemilikan napza untuk
penggunaan pribadi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan

Konstitusi Argentina.?*

Mahkamah Agung menyatakan: ‘Kriminalisasi terhadap seseorang
(karena menggunakan napza) benar-benar merupakan tindakan
yang tidak berperikemanusiaan, menempatkan seseorang ke dalam
proses pidana, yang akan memunculkan stigma seumur hidup,
pada beberapa kasus mengakibatkan seseorang harus menjalani

pemenjaraan.??

Terlepas dari putusan Pengadilan Arriola yang menentukan bahwa
penangkapan 5 orang yang masing-masing memiliki 3 linting ganja
adalah sebuah pelanggaran terhadap hak privasi dan otonomi
pribadi seseorang yang diatur di Pasal 19 Konstitusi Argentina,
diperlukan waktu cukup lama bagi pemerintah dan legislator
Argentina untuk menanggapi keputusan pengadilan tersebut, dan
belum juga ada perubahan pada undang-undang napza Argentina.
Pada 29 Maret 2012, sebuah rancangan undang-undang napza

baru, yang menggagas dekriminalisasi kepemilikan napza untuk

20 UU Napza Argentina memperbolehkan vonis penahanan untuk penggunaan dan

kepemilikan napza perorangan, dengan kurun waktu 1 bulan s/d 2 tahun atau vonis
dengan kurun waktu sama untuk menjalani edukasi atau perawatan. Lihat Law 23.737.
Article 14, Sub Section 2.

21 " . . . . .
Fernandez A. Argentina: Reform on the Way? Transnational Institute Series on Legislative

Reform of Drug Policies no 6. Washington, DC: Transnational Institute, 2010: Hal.1
Diakses pada 14 Mei 2012.

22 Cozac D. Rulings in Argenitinian and Colombian Courts Decriminalize Possession of

Small Amounts of Narcotics. HIV/AIDS Policy & Law Review 2009; 14(2)
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penggunaan pribadi, dipaparkan di hadapan segenap anggota

Kongres Argentina.?*

Rancangan undang-undang napza tersebut tidak mengajukan
jumlah ambang batas, tapi menyerahkan keputusan ke jajaran
kehakiman, berdasarkan pada fakta-fakta, apakah napza tersebut
digunakan untuk keperluan pribadi atau sebaliknya. Rancangan
undang-undang napza ini juga mengajukan perizinan penanaman
ganja untuk penggunaan pribadi. Walau demikian, Senator Anibal
Fernandez, yang memaparkan rancangan undang-undang tersebut,
menyatakan bahwa ‘jika jumlah ganja yang didapati pada
seseorang melebihi jumlah penggunaan pribadi, maka kami akan
memberlakukan sanksi yang setara dengan pembunuhan’
pernyataan ini membuka peluang munculnya ketidakberimbangan

dalam memvonis mereka yang dianggap sebagai pemasok napza.

Saat ini, walaupun banyak pengadilan sudah menerapkan
Keputusan Arriola dan membuang kasus-kasus yang melibatkan
kepemilikan napza dalam jumlah kecil, beberapa satuan kepolisian
belum menyesuaikan praktik-praktik penegakan hukumnya.?*
Hampir 70 % dari kasus penahanan adalah kasus yang melibatkan
kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi.?* Ketegangan antara
penegakan hukum dan permasalahan yuridis telah menciptakan

kebingungan dalam implementasi hukum di Argentina.

2 . s .
3 Glynn A. Senator Presents Bill To Decriminalise Drugs. The Argentina Independent 30

March 2012

Diakses pada 14 Mei 2012

24 . . . . . .
Fernandez A. Argentina: Reform on the Way? Transnational Institute Series on Legislative

Reform of Drug Policies no 6. Washington, DC: Transnational Institute, 2010: Hal.8

25 Politi D. Kirchner for Reefers? International Herald Tribune 9 Februari 2012

Diakses pada 14 Mei 2012.
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Karena perdebatan tentang perubahan undang-undang atau
regulasi napza sedang berlangsung di Argentina, belum ada alat
ukur yang efektif untuk menilai dampak putusan dekriminalisasi

Mahkamah Agung Argentina.

ARMENIA

Sepanjang sejarah, sebagai bagian dari Republik Sosialis Uni Soviet
(USSR) dan hampir selama dua dekade setelah meraih
kemerdekaannya pada 1990, Armenia menerapkan pendekatan ‘nir
toleransi’ terhadap napza, dengan hukuman pidana yang berat
untuk penggunaan dan kepemilikan napza. Namun, perubahan
undang-undang napza pada 2008 telah menghasilkan sebuah

perubahan kebijakan yang signifikan.

Pada Mei 2008, Armenia menghapus undang-undang penggunaan
dan kepemilikan napza dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
dan menggantinya dengan Pasal 44 di Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kepemilikan napza dalam
jumlah kecil tanpa adanya niat untuk menjual, hanya akan

dikenakan sanksi administratif.2¢

Namun, denda yang diberlakukan oleh Pemerintah Armenia dapat
menciptakan kriminalisasi terselubung bagi para pengguna napza,
bagi mereka yang baru pertama kali ditangkap atas kepemilikan
napza, sanksi yang dihadapi adalah denda sejumlah 100 - 200 kali
lipat upah minimum, sehingga banyak orang yang tidak mampu

membayar denda tersebut.

26 National Programme on Combating Drug Addiction and lllicit Traffic in Narcotic Drugs in

The Republic of Armenia in 2009-2012 [Draft]: Hal. 12
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Menurut undang-undang, seseorang yang mencari bantuan atau
perawatan rehabilitasi terkait penggunaan napza di fasilitas-fasilitas
kesehatan akan dibebaskan dari sanksi perdata. Penelitian
mengungkap bahwa dekriminalisasi kepemilikan napza telah
mendorong lebih banyak pengguna napza bermasalah untuk

mengakses perawatan rehabilitasi.?’

AUSTRALIA

Australia  sudah  sejak awal memberlakukan  kebijakan
dekriminalisasi dan beberapa negara bagian Australia telah
menerapkan kebijakan dekriminalisasi kepemilikan ganja selama
kurang lebih 25 tahun. Saat ini, 3 negara bagian Australia telah
memiliki undang-undang dekriminalisasi, ada yang untuk segi
kepemilikan dan penggunaan; dan di beberapa kasus, untuk segt

penanaman dan pemberian ganja.?®

Sebuah penelitian signifikan telah dilakukan terhadap efek
kebijakan dekriminalisasi ganja di Australia.?® Literatur ilmiah dan
ilmu pengetahuan sosial tentang dampak dekriminalisasi terhadap
prevalensi penggunaan ganja sangat bervariasi beberapa
penelitian melaporkan peningkatkan siginifikan angka statistik

penggunaan ganja; sementara penelitian yang lain memperlihatkan

2 A .
7 Abrahamyan G. Decriminalization of Drug Abuse Encourages More Addicts to Seek

Treatment. Armenia Now 24 Juni 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.

28 Hingga 2011, ada empat negara bagian yang menerapkan dekriminalisasi. Australia Barat

menghapus kebijakan dekriminalisasi pada Juli 2011.
Jones L. Tough New Cannabis Laws for WA. Sydney Morning Herald. 17 Juli 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.

29 Untuk diskusi lebih rinci, lihat: Hughes C, Ritter A. A Summary of Diversion Programs for

Drug and Drug Related Offenders in Australia. Sydney: National Drug and Alcohol
Research Centre, University of New South Wales, 2008.
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hasil bahwa tidak ada peningkatan terhadap penggunaan ganja.
Namun, secara umum, semua setuju bahwa dekriminalisasi tidak
meningkatkan jumlah pengguna ganja seperti yang telah

diperkirakan banyak pihak.

AUSTRALIA SELATAN

Dengan modifikasi yang dilakukan selama bertahun-tahun, Skema
‘Peringatan Penebusan Pelanggaran terkait Ganja-Australia Selatan’
atau South Australia’s Cannabis Expiation Notice (CEN) sudah
diterapkan sejak 1987. Di bawah kebijakan ini, polisi
memberlakukan ‘Peringatan Penebusan Pelanggaran (PPP)" untuk
siapa saja yang kedapatan memiliki ganja (dalam jumlah lebih dari
100 gram); peraturan mengharuskan mereka membayar denda
administratif (sampai dengan AU$300 tergantung dari jumlah ganja
yang ditemukan) selama kurun waktu 28 hari. Jika seseorang sudah
membayar denda, maka ia tidak akan dianggap bersalah dan tidak
akan dituntut secara hukum. Jika yang bersangkutan tidak mampu
membayar denda, maka persoalan ini akan dibawa ke ranah

hukum, di mana proses investigasi dan penuntutan dilaksanakan.

Terlepas dari niat pejabat Australia Selatan untuk menerapkan
dekriminalisasi, pada fase awal, skema PPP justru memunculkan
lebih banyak kasus hukum terkait pengguna ganja setiap tahunnya
dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga memerlukan

penyesuaian kebijakan setelah ada pelaksanaan.

Karena polisi dengan mudah mampu memberlakukan PPP, para

penerima ’‘peringatan’ awalnya mengalami kebingungan akan
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kewajiban dan metode pembayaran denda,®® Sudah 6000
‘peringatan’ diberlakukan pada tahun pertama dekriminalisasi
(1987-1988) dan kurang lebih 17.000 ‘peringatan’ diberlakukan
pada 1993-1994.3! Hasilnya adalah peningkatan jumlah pengguna
ganja yang berakhir pada sistem peradilan pidana, karena
mayoritas pelanggar hukum yang tidak membayar denda akan

menerima putusan hukum pidana.??

Pemerintah Australia Selatan merespon tren ini dengan mengubah
sistem pembayaran menjadi sistem cicilan, mengganti dengan jasa
pelayanan masyarakat sebagai sistem pembayarannya, dan
membuat persyaratan PPP menjadi lebih jelas. Hal ini
meningkatkan pembayaran denda dan mengurangi jumlah orang

yang dipidana.*?

Literatur mengenai dampak dekriminalisasi pada prevalensi
penggunaan ganja di Australia Selatan bervariasi; salah satu
penelitian  menyatakan bahwa dekriminalisasi menghasilkan

peningkatan prevalensi penggunaan ganja,* tetapi mayoritas studi

30 Christie P, Ali R. Offences Under the Cannabis Expiation Notice Scheme in South

Australia. Drug and Alcohol Review 2000; 19:255

31 Single E, Christie P, Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and The

United States. Journal of Public Health Policy 2000;21(2):167.

32 |bid: Hal. 168

33 Christie P, Ali R. Offences Under the Cannabis Expiation Notice Scheme in South

Australia. Drug and Alcohol Review 2000;19:253.

34 Damrongplasit K, Hsiao C, Zhao X. Decriminalization and Marijuana Smoking Prevalence:

Evidence from Australia. American Statistical Association Journal of Business and
Economic Statistics 2010;28(3):344-356.
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menunjukkan tidak terbukti terjadi peningkatan penggunaan ganja

yang disebabkan oleh penerapan skema PPP. 3°

Maka, dengan mempertimbangkan keseimbangan literatur, skema
PPP tampaknya tidak memiliki dampak signifikan terhadap
penggunaan ganja, tapi skema tersebut telah membuat banyak
orang lolos dari jeratan hukum pidana, dan pemerintah negara
bagian dapat menghemat ratusan ribu dolar biaya penegakan

hukum.?¢

Lebih lanjut lagi, wawancara dengan para kepala jajaran penegak
hukum di Australia Selatan dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun
setelah dekriminalisasi dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat
dukungan yang sifatnya hampir menyeluruh untuk keberlanjutan

penerapan kebijakan PPP.3”

Bagi pelanggaran hukum napza selain ganja, undang-undang
napza Australia Selatan mengharuskan polist untuk merujuk
tersangka kepemilikan napza dalam jumlah kecil ke ‘Panelis Penilai
Napza' atau Drug Assessment Panels yang diawasi oleh Komisi
Kesehatan.?®* Tim penilai akan menelaah situasi tersangka dan
kemudian dapat merujuknya ke rangkaian layanan. Penuntutan atas

kepemilikan napza dalam jumlah kecil tidak dapat dilanjutkan

35 Single E, Christie P, Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and the

United States. Journal of Public Health Policy 2000;21(2):167.

36 bid: Hal. 167

37 Sutton A, McMillan E. A Review of Law Enforcement and Other Criminal Justice
Attitudes, Policies and Practices Regarding Cannabis and Cannabis Laws in South
Australia. Canberra: Publications Production Unit, Department of Health and Aged Care,
1999: Hal. VII-IX.

38 Legal Services Commission of South Australia. Diversionary Schemes. Adelaide: Legal

Services Commission of South Australia, 1977
(http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch12s08s10.php). Diakses pada 14 Mei 2012.
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kecuali layanan sudah dihentikan oleh penyedia, tersangka tidak
patuh, atau tersangka memilih untuk tidak berpartisipasi.
Keberhasilan partisipasi tersangka selama 6 bulan dapat berujung

pada pencabutan tuntutan pidana.

AUSTRALIA BAGIAN BARAT

Australia Bagian Barat adalah negara bagian Australia yang baru
saja menerapkan dekriminalisasi kepemilikan ganja. Dimulai pada
2004, polisi dapat menerapkan ‘Peringatan atas Pelanggaran Ganja
(PAPG)' atau Cannabis Infringement Notice (CIN), mirip dengan
‘Peringatan Penebusan Pelanggaran (PPP)" dari Australia Selatan,
kepada siapa saja yang diyakini memiliki ganja dalam jumlah kecil.
Jika seseorang kedapatan memiliki ganja hingga 30 gram, atau
memiliki perlengkapan menggunakan ganja, atau memiliki dua
tanaman non-hidroponik, maka PAPG diberlakukan padanya dan ia
memiliki pilthan untuk membayar denda (sampai dengan AU$200),
atau mengikuti ‘Sesi Edukasi Ganja' atau Cannabis Education
Session ('CES') bersama penyedia perawatan rehabilitasi yang
disepakati dan ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Australia
Bagian Barat, atau menghadapi proses penuntutan pidana di
pengadilan. Seseorang dapat dikenai PAPG dalam jumlah tak
terbatas. Namun, jika seseorang terkena ‘peringatan’ lebih dari 2
kalt dalam kurun waktu 3 tahun, mereka tidak lagi diperbolehkan
membayar denda, tetapi diharuskan mengikuti ‘Sest Edukasi Ganja’
atau proses hukum di pengadilan.®® Jika seseorang tidak mampu
membayar denda, mereka dianggap berhutang terhadap negara,

tapi tidak dicatat sebagai pelaku tindak pidana.

9 Lenton S, Allsop S. A Tale of Cin — The Cannabis Infringement Notice Scheme in Western
Australia. Addiction 2010;105:810.
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Pemerintah Australia Bagian Barat cukup berhasil dalam
mendorong para pelanggar untuk membayar denda yang menjadi
ketentuan PAPG dan untuk menghindari fenomena meluasnya
jumlah pelanggar dari wilayah hukum lain, digunakan ancaman
penahanan surat izin mengemudi untuk mendorong percepatan
pelunasan pembayaran denda; kebijakan ini telah menghasilkan
kepatuhan sebanyak 75 % dalam pembayaran denda PAPG.%°
Pemerintah negara bagian juga dapat menghindari perluasan
masalah, seperti yang dihadapi Australia Selatan dengan cara
memproses PAPG di kantor polisi, dan tidak memproses pelanggar

di tempat kejadian perkara.

Kebijakan PAPG juga berhasil menurunkan prevalensi penggunaan
ganja: Jumlah orang yang dilaporkan menggunakan ganja
beberapa tahun belakangan menurun dari 19% pada 2002 menjadi
12 % pada 2007.%* 'Periode penggunaan ganja seumur hidup tanpa
terputus abstinensia’ dilaporkan menurun dari 54% pada 2002
menjadi 46% pada 2007.*> Para penentang dekriminalisasi ganja
seringkali mendebat bahwa dekriminalisasi akan membuat
ketersediaan ganja kian meluas dan meningkatkan penggunaan
napza jenis lain. Sementara itu, salah satu studi mengungkapkan
bahwa setelah implementasi skema PAPG selama 5 tahun, 5%
penduduk Australia Bagian Barat melaporkan peningkatan

penggunaan napza selain ganja, 9% melaporkan angka penurunan

40 Reuter, Peter H, ‘Marijuana Legalization: What Can Be Learned From Other Countries?,’

Rand Drug Policy Research Center, Hal.9 (2010).

1 . . . .
4 Hyshka E. Turning Failure into Success: What Does the Case of Western Australia Tell Us

About Canadian Policy-Making? Policy Studies 2009;30(5):519

42 Fetherston J, Lenton S. Effects of the Western Australian Cannabis Infringement Notice

Scheme on Public Attitudes, Knowledge, and Use. Perth: National Drug Research
Institute, 2007: Hal.IX
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dalam penggunaan napza jenis lain dan 82% melaporkan tidak ada
perubahan atau penurunan dalam penggunaan napza selain

ganja.**

Setelah pemilu partai liberal sayap kanan pada 2008, pemerintah
menghapus skema PAPG di Australia Bagian Barat. Undang-undang
napza baru efektif diberlakukan sejak Agustus 2011. Seolah
mengabaikan keberhasilan kebijakan PAPG, pemerintah mengubah
ambang batas atas pelanggaran ganja dalam jumlah kecil, dari 30
gram menjadi 10 gram. Salah satu argumen yang dikemukakan
pemerintah negara bagian atas perubahan undang-undang
tersebut adalah anggapan adanya peningkatan prevalensi
penggunaan ganja di negara bagian tersebut.** Meski demikian,
data mengungkap penurunan tingkat penggunaan ganja di
Australia Bagian Barat selama periode dekriminalisasi, dan tren
prevalensi napza yang menurun terjadi di negara-negara bagian
lainnya, terlepas dart model penegakan hukum yang

diberlakukan.*>

3 \bid: Hal. 43

44 Tough New Cannabis Laws as Usage Soars. ABC News 27 Juli 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.

45 Australian Institute of Health and Welfare, 2010 National Drug Strategy Household

Survey Report. Juli 2011, Drug Statistics Series no. 25. Canberra: Australian Institute of
Health and Welfare, 2011.

Untuk semua wilayah Australia: penggunaan ganja terkini meningkat (dari 9.1% pada
2007 ke 10.3%), tetapi menurun dalam jangka waktu lebih panjang (dari 12.7% pada
1993) Untuk Australia Barat, ada penurunan 8.9% pada penggunaan terkini ganja antara
1998-2010, dengan tingkat prevalensi 13.4% pada 2010. Dibandingkan dengan negara
bagian lain seperti New South Wales, Victoria atau Queensland (dimana penggunaan
pribadi masih dikriminalkan), tidak ada perbedaan signifikan pada persentase
penggunaan, faktanya pada semua negara bagian menunjukkan tren yang sama pada
penggunaan, tanpa menghiraukan tatalaksana di wilayah tersebut. Yang paling menarik,
tingkat penggunaan di Kawasan Utara menunjukkan tingkat paling penurunan terbesar
dalam penggunaan ganja pada periode tersebut (20%), walaupun wilayah tersebut juga
memiliki tingkat penggunaan tertinggi dari semua negara bagian.

REVOLUSI SUNYI | 37



Kebijakan baru ini membuat lebih banyak orang dikenai tuntutan
hukum atas kepemilikan ganja. Mereka yang kedapatan memiliki
kurang dari 10 gram pada pelanggaran pertama tidak lagi
menerima sanksi perdata tapi dikenai peringatan ganja (cannabis
caution). Kemudian pelanggar diharuskan mengikuti ‘Sesi
Intervensi Ganja' atau Cannabis Intervention Session (CIS), yang
menyediakan informasi mengenai 'konsekuensi kesehatan dan
sosial atas penggunaan ganja’ “¢ dan undang-undang yang terkait
dengan isu ganja. Jika tidak dapat hadir maka pelanggar akan
dikenai sanksi pidana dan juga catatan kriminal.*’ Pelanggaran
selanjutnya akan menerima hukuman yang lebih tegas, termasuk
kurungan penjara.*® Lebih lanjut lagi, menanam pohon ganja dalam
jumlah kecil akan dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum

pidana, pada pelanggaran pertama.

WILAYAH IBUKOTA AUSTRALIA

Dimulai pada 1993, kepolisian Wilayah Ibukota Australia memiliki
kekuasaan untuk memberlakukan ‘Peringatan Pelanggaran Ganja
dalam Jumlah Kecil (PPGJK)' atau Simple Cannabis Offence Notice
(SCON) kepada mereka yang kedapatan memiliki ganja seberat

hingga 25 gram, dan tidak memberlakukan sanksi pidana.*®

46 Cannabis Law Reform Act 2010, Division 3, Section 8J.

Diakses
pada 20 Mei 2012.

47 Lenton S, Allsop S. A Tale of Cin — The Cannabis Infringement Notice Scheme in Western

Australia. Addiction 2010;105:812.

48 National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). Cannabis and The Law.

Randwick: NCPIC, 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.
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PPGJK mengharuskan pelanggar membayar denda sebesar AUS100

dalam kurun waktu 60 hari. Ketidakmampuan membayar dapat
memicu sanksi lainnya, seperti keharusan mengikuti program
perawatan rehabilitasi. Jika denda tersebut dibayarkan dalam kurun
waktu 60 hari, maka pelanggar tidak akan dicatat melakukan tindak

pidana.

Meskipun demikian, seorang petugas kepolisian dapat memilih
untuk merujuk pelanggar ke penuntutan pidana, dan tidak
memberlakukan PPGJK jika pelanggar terbukti menjual ganja. Sejak
2002, pilihan pengalihan ke perawatan rehabilitasi sudah
ditambahkan ke dalam undang-undang. Dengan skema ini,
seseorang tidak lagi harus membayar denda, namun dapat dinilai
dan dirujuk untuk mendapat perawatan rehabilitasi atau

pendidikan sampai dengan 2 kali jika dibutuhkan.??

KAWASAN UTARA

Sudah diberlakukan dekriminalisasi atas kepemilikan ganja di
Kawasan Utara sejak tahun 1996. Di bawah skema Kawasan Utara,
polisi dapat memberikan peringatan kepada orang yang kedapatan
memiliki ganja seberat hingga 50 gram, dan mengharuskan mereka
membayar denda sebesar AU$200. Jika orang tersebut tidak
mampu membayar denda, maka ia akan dianggap berhutang
kepada negara, tetapi tidak ada sanksi pidana atau catatan kriminal

yang dikenakan padanya.

Untuk kasus pelanggaran selain ganja, setiap orang dewasa yang

memiliki sejumlah kecil napza akan dirujuk ke Program Pengalihan

50 MclLaren J, Mattick RP. Cannabis in Australia: Use, Supply, Harms, and Responses.

Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales,
2007: Hal.57.
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Pra-Peradilan Napza llegal di Kawasan Utara, dimana pelanggar
akan ditawarkan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan
perawatan, bukan mendapatkan tuntutan hukum; terhindarnya
seseorang dari tuntutan pidana akan ditentukan oleh keikutsertaan

dalam program pengalihan.**

AUSTRALIA: KESIMPULAN

Model dekriminalisasi di seluruh Australia memang beragam dan
membuahkan hasil yang berbeda-beda, namun kebijakannya juga
sering mengalami perubahan. Sementara itu, penelitian tambahan
masih dibutuhkan untuk menilai dampak menyeluruh atas berbagat
kebijakan dekriminalisasi Australia yang beragam, satu kesimpulan
umum yang muncul adalah kebijakan dekriminalisasi di Australia
hanya berdampak kecil sampat dengan tidak berdampak terhadap

keputusan seseorang menggunakan ganja atau napza jenis lain.

Dari tinjauan literatur analitis kami mengenai dampak
dekriminalisasi terhadap penggunaan ganja di Australia, kami
menemukan sebuah studi yang melaporkan peningkatan signifikan
penggunaan ganja di negara-negara bagian yang sudah
menerapkan dekriminalisasi,®? sebuah studi lain memperlihatkan
penurunan angka penggunaan ganja setelah pemberlakuan
dekriminalisasi,®® dan lima studi memperlihatkan bahwa

dekriminalisasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap

51 Hughes C, Ritter A. A Summary of Diversion Programs for Drug and Drug Related

Offenders in Australia. Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, University of
New South Wales, 2008: Hal.52

52 . . PP T .
Secara umum, Damrongplasit K, Hsiao C, Zhao X. Decriminalization and Marijuana

Smoking Prevalence: Evidence from Australia. American Statistical Association Journal of
Business and Economic Statistics 2010,28(3):344-356.

53 Lihat Fetherston J, Lenton S. Effects of The Western Australian Cannabis Infringement

Notice Scheme on Public Attitudes, Knowledge, and Use. Perth: National Drug Research
Institute, 2007: Hal.54.

40 | REVOLUSI SUNY!I



prevalensi penggunaan ganja.>* Secara kolektif, berbagai studi ini
menunjukkan bahwa dekriminalisasi kasus ganja di Australia
berdampak kecil terhadap penggunaan ganja, jika dampak itu
memang ada. Walau demikian, negara-negara bagian yang
menerapkan sistem dekriminalisasi telah mampu menghindarkan
seseorang dari sistem peradilan pidana. Salah satu studi
membandingkan hasil dari seseorang yang dikenai 'Peringatan
Penebusan Pelanggaran’ di Australia Selatan dengan seseorang
yang dikenat sanksi kriminal di Australia Bagian Barat (pra-

dekriminalisasi), dan menemukan bahwa:

Individu (di Australia Bagian Barat) yang dikenai sanksi pidana
atas kasus terkait ganja lebih cenderung mengalami
konsekuensi negatif dalam aspek pekerjaan, hubungan, dan
tempat tinggal, dan menjadi lebih sering berhubungan dengan
sistem peradilan pidana dibandingkan dengan mereka yang

tinggal di Australia Selatan (non-kriminalisasi).5®

54
Lihat Donnelly N, Hall W, Christie P. Effects of The Cannabis Expiation Notice Scheme on Levels

and Patterns of Cannabis Use in South Australia: Evidence from the National Drug Strategy
Household Surveys 1985-1995. Parkside: Drug and Alcohol Services Council, South Australia,
2009; Lenton S, Christie P, Humeniuk R et al. Infringement Versus Conviction: The Social Impact
of a Minor Cannabis Offence Under a Civil Penalties System and Strict Prohibition in Two
Australian States. Parkside: Drug and Alcohol Services Council, South Australia, 1999; Lenton S.
Cannabis Policy and The Burden of Proof: Is It Now Beyond Reasonable Doubt that Cannabis
Prohibition is Not Working? ‘ Drug and Alcohol Review 2000;19(1):95-100; Single E, Christie P,
Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and The United States. Journal of
Public Health Policy 2000;21(2):157-186; Anne Linn Brettville-Jenso Al, Williams J.
Decriminalization and Initiation into Cannabis Use. Melbourne: University of
Melbourne,2011.(http://fbe.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/784276/1130.pdf).
Diakses 14 Mei 2012. Walaupun mereka tidak menemukan dampak pada penggunaan ganja
secara keseluruhan, Brettville-Jenson dan Williams menyebutkan bahwa didapati pengguna
ganja mulai menggunakan pada usia lebih awal di negara-negara bagian yang memberlakukan
dekriminalisasi ganja, walaupun hubungan sebab akibat tidak ditemukan.

55 McLaren J, Mattick RP. Cannabis in Australia: Use, Supply, Harms, and Respoenses.

Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales,
2007: Hal.560
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Pada tingkat sosial yang lebih luas lagi, penelitian juga
menunjukkan bahwa mengubah  sistem  kriminalisasi ke

dekriminalisasi dapat meringankan beban fiskal negara.>®

BELGIA

Setelah terjadi debat internal di antara berbagai faksi politik di
Belgia, undang-undang yang disahkan pada 2003 menciptakan
pembedaan hukum antara kepemilikan ganja untuk penggunaan
pribadi dan jenis pelanggaran napza lainnya; terbentuk sistem
sanksi perdata.’’” Undang-undang kemudian diubah dan
ditambahkan oleh Menteri Keadilan dan Jaksa Penuntut Umum, lalu
diterbitkan secara langsung pada 2005, isinya memerintahkan
bahwa seorang dewasa yang didapati memiliki ganja kurang dari 3

gram untuk penggunaan pribadi, akan dikenakan ‘Process-Verbal

Simplifé’ (PVS) atau ‘catatan sederhana’.

Tidak ada hukuman lain yang dikenakan bersamaan dengan
‘catatan sederhana’, juga tidak akan dilakukan penyitaan ganja dari
pelaku pelanggaran. Petugas kepolisian mengirimkan nama, lokasi,
jumlah ganja yang didapati, dan rincian dasar lainnya dari pelaku
pelanggaran ke kantor polisi setempat, di mana catatan tersebut
akan diringkas dan dikirimkan ke jaksa setempat setiap bulan untuk

keperluan perhitungan statistik. Tetapi rinclan mengenat pelaku

56 Single E, Christie P, Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and The

United States. Journal of Public Health Policy 2000;21(2):167.

57 EMCDDA. Belgium Country Profile. Lisbon: EMCDDA, 2011

(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX5174EN.HTML?PLUGINMETHOD=EL
DD.COUNTRYPROFILES&COUNTRY=BE). Diakses pada 14 Mei 2012.
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pelanggaran tidak akan disimpan di pusat data dan tidak ada

sanksi yang dikenakan.*®

Jika ada faktor yang mengganggu (contohnya kepemilikan ganja di
penjara, kepemilikan jumlah kecil, dsb) atau ditemukan adanya
napza selain ganja, hukuman yang lebih serius, termasuk vonis
kurungan, boleh diberlakukan oleh polisi dan jaksa penuntut
umum. Menurut Pusat Pengawasan Napza dan Ketergantungan
Napza Eropa atau European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA), sejak 2008, penggunaan ganja di
Inggris diperkirakan lebih tinggi 114 % daripada di Belgia.*®

BRAZIL

Pada 2006 telah diberlakukan depenalisasi atas kepemilikan napza
untuk penggunaan pribadiy sebagai bagian dari revisi besar
undang-undang napza Brazil. Jika seseorang ditangkap atas
kepemilikan napza ilegal, para aparat penegak hukum yang
berwenang (termasuk polisi, jaksa penuntut dan hakim) akan
melihat beberapa faktor untuk menentukan apakah napza tersebut
digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk sifat dasar dan
kuantitas zat, kondisi saat kepemilikan terjadi, juga situasi pribadi

dan latar belakang tersangka.®® Jika petugas menetapkan bahwa

58 Sleiman, ED., Belgian National Report on Drugs 2005. IPH/EPI Reports NR 2005-012.

Brussels: Scientific Institute of Public Health Unit of Epidemiology, 2005: PP.14-15
Diakses pada 14 Mei 2012.

59 EMCDDA. Table GP S-1: Lifetime Prevalence of Drug use by Age and Country, Most

Recent National General Population Survey Available Since 2000. Lisbon: EMCDDA,
2011 Diakses pada 14 Mei 2012.

Walaupun harus dicatat ada berbagai faktor yang dapat menghasilkan berbagai tingkat
penggunaan dan tidak ada bukti menunjukkan bahwa perbedaan respon kebijakan
nasional secara langsung mempengaruhi tingkat prevalensi penggunaan napza.

60 Torres R, Henrique J. Drug Policy and The Courts: A Brazilian Experience. Transnational

Institute Series on Legislative Reform of Drug Policies NR.2. Amsterdam: Transnational
Institute, 2009: PP.2-3.
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napza tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, maka
pelanggar akan diberi peringatan mengenai efek dari napza,
diwajibkan melakukan kerja-kerja pelayanan masyarakat, dan
menghadiri kursus pendidikan napza. Hingga 3 kali pelanggaran,
pelanggar akan diwajibkan melakukan kerja-kerja pelayanan
masyarakat dan kursus pendidikan napza yang berlangsung selama
5 bulan.

Ketika terjadi pelanggaran ke-4, pelanggar akan diharuskan
melakukan  kerja-kerja pelayanan masyarakat dan  kursus
pendidikan napza selama 10 bulan. Jika program pendidikan tidak
dipatuhi, maka hakim dapat mengenakan denda yang setara
dengan £16-£40; upah minimum nasional saat ini adalah £0.90 per
jam.®* Proses ini akan diberlakukan sepenuhnya pada sistem

peradilan pidana.

Sementara itu, undang-undang tahun 2006 menghapus sanksi
pemenjaraan dari daftar sanksi kasus kepemilikan napza, meskipun
bagi banyak profesional hukum atau hakim, kepemilikan dan
penggunaan napza untuk keperluan pribadi tetap dianggap
sebagai pelanggaran hukum pidana.®> Pada 2008, seorang hakim
dari Pengadilan Tinggi Sixth Appellate Court di Sdo Paulo
mengeluarkan putusan bahwa undang-undang Brazil tentang
kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi telah melanggar ayat

5 Konstitusi Federal Brazil.® Walaupun putusan tersebut tidak

61 Presidencia da Republica. Casa Civil Subchefia Para As Suntos Juridicos.

Lein.11.343,2006
Diakses 14 Mei 2012.

62 Torres S R, Henrique J. Drug Policy and The Courts: A Brazilian Experience. Transnational

Institute Series on Legistlative Reform of Drug Policies NR.2. Amsterdam: Transnational
Institute, 2009:PP.2-3.

53 Ibid: Hal. 1
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ditkuti di seluruh negara, perdebatan yang terjadi mengenai

dekriminalisasi lebih lanjut masih terus berlangsung di Brazil.®

CHILE

Di Chile, sejak 2007, barangsiapa yang didapati membawa napza
yang digunakan ‘semata-mata untuk keperluan pribadi dan
konsumsi di hari-hari berikut’ telah dilepaskan dari tuntutan

pidana.®®

Hakim akan menentukan apakah napza tersebut benar-benar
digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, ketika tidak
didapati cukup bukti untuk menyimpulkan secara rasional
kebenaran pernyataan orang yang tertangkap tangan tersebut.
Beban hukum berada pada orang yang ditangkap untuk
membuktikan bahwa napza yang dimilikinya memang digunakan
untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk diedarkan atau
dikonsumsi dengan orang lain. Meski demikian, jika seseorang
ditangkap karena kepemilikan dan penggunaan napza di muka
umum maupun di ruang privat , dan sudah ditentukan bahwa

]

‘mereka dengan sengaja melakukan ity maka hakim akan
memberlakukan denda, perawatan rehabilitasi secara paksa,
persyaratan pelayanan masyarakat, dan/atau penahanan surat ijin

mengemudi®® Walaupun mayoritas kasus berhenti dengan

64 Jelsma M. Drug Law Reform Trend in Latin America. Amsterdam: Transnational Institute,

2009: Hal.3
Diakses 14 Mei 2012.

Law 20.000, Article 4, 2007, Library of the National Congress of Chile
Diakses pada 14 Mei 2012.

65

66 Jelsma M. Drug Law Reform Trend in Latin America. Amsterdam: Transnational Institute,

2009: Hal. 5-6

Diakses pada 14 Mei 2012.
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penangguhan putusan atau penerapan sanksi perdata, masih
banyak orang yang dipenjarakan karena kepemilikan sejumlah kecil
napza. Chile sedang menjajaki kemungkinan melakukan perubahan
undang-undang napza, termasuk memberlakukan dekriminalisasi

penuh dan reklasifikasi napza.®”

KOLOMBIA

Telah diberlakukan dekriminalisasi kepemilikan napza untuk
penggunaan pribadi di Kolombia sejak Mahkamah Konstitusi
Kolombia menetapkan pada 1994; bahwa penetapan sanksi atas
kepemilikan sejumlah kecil napza telah melanggar pasal 49
Konstitusi Kolombia tahun 1991, yang menjamin kebebasan
pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan seseorang

selama tidak ada dampak terhadap hak pihak ketiga.®®

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kepemilikan napza
di bawah ambang batas tidak dilarang sampat dengan tahun 2009,
ketika pemerintahan Presiden Kolombia, Alvaro Uribe berhasil
mengeluarkan ~ amandemen  Konstitusi ~ Kolombia  untuk
mengembalikan  model pelarangan napza. Uribe telah
mengkampanyekan hal int sejak ia terpilih sebgai Presiden pada
2002.

Menindaklanjuti amandemen pada 2009, kepemilikan napza untuk
konsumsi dan penggunaan pribadi menjadi ilegal, tapi sanksi atas

kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi terbatas dalam

57 Ibid : Hal. 6

68 Guzman DE, Yepes RU. Prohibition, A Backwards Step: The Personal Dose in Colombia.

Transnational Institute Series on Legislative Reform on Drug Policies NR.4. Amsterdam:
Transnational Institute, 2010: Hal. 3.
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sanksi perdata, termasuk rujukan kepada berbagai perawatan

rehabilitasi dan layanan pencegahan penggunaan napza.

Pada Agustus 2011, sebuah sanggahan terhadap amandemen
konsitusi tahun 2009 telah melalui proses dengar pendapat di
Mahkamah Agung Kolombia. Mahkamah memutuskan bahwa
undang-undang baru tersebut ‘telah melanggar kebebasan pribadi’
dan menyatakan pemberlakukan kembali peraturan tahun 1994
yang menyatakan bahwa warga Kolombia memiliki hak untuk
membawa ‘dosis minimum’ napza seperti yang dikemukakan dalam
kasus tersebut.®® Yang dianggap sebagai dosis minimum adalah

ganja atau kokain seberat sampai dengan 20 gram.”®

Pada Maret 2012, media Kolombia melaporkan bahwa
pemerintahan Presiden Santos tengah bersiap-siap untuk
memperkenalkan sebuah Undang-Undang Napza baru demi
mematuhit putusan Mahkamah Agung, yang akan menentukan
ambang batas ‘dosis penggunaan perorangan’; sehingga akan
berlaku dekriminalisasi kepemilikan napza dalam jumlah di bawah
ambang batas berikut ini: 5 gram untuk ganja, 1 gram untuk kokain,
dan 200 gram untuk ekstasi.”* Secara khusus, rancangan undang-
undang napza tersebut tidak mengajukan dekriminalisasi

kepemilikan heroin, dan juga telah meningkatkan kemungkinan

69 Pachio E. Colombia Takes Step Towards Decriminalisation. Insight 25 Agustus 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.

70 Corte Suprema Defiende El Porte de Dosis Minima de Droga. El Tiempo 24 Agustus 2011

Diakses 14 Mei
2012. Dosis bukanlah satu-satunya faktor yang dapat dipertimbangkan pengadilan ketika
menentukan bahwa napza digunakan untuk keperluan perorangan.

7 Pacheco D. Revive Pulso Por La Doss Personal. El Espectador 13 Maret 2012

Diakses pada 14 Mei 2012.
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para pengguna dosis rendah untuk menyimpan napza di atas

jumlah ambang batas minimum.”?

Pada Mei 2012, Parlemen Kolombia mengeluarkan rancangan
undang-undang yang memberlakukan dekriminalisasi penanaman
koka, ganja, dan opium.”®> Walaupun Kolombia sudah sejak lama
menjadi pusat aksi ‘perang napza,” dalam beberapa bulan terakhir
telah terjadi berbagai gebrakan kegiatan yang menggerakkan

kebijakan napza Kolombia menuju dekriminalisasi.

REPUBLIK CEKO

Menindaklanjuti perdebatan tajam yang berlangsung selama
bertahun-tahun, Republik Ceko menjadi salah satu negara terkini
yang secara resmi memberlakukan dekriminalisasi atas kepemilikan
napza pada 2010.74

Menariknya, Republik Ceko memutuskan untuk memberlakukan
dekriminalisasi atas kepemilikan napza setelah melakukan ‘analisis
biaya-manfaat’ terhadap undang-undang pidana Republik Ceko;
penelitian mulai dilakukan pada tahun 2000. Setelah berlangsung
proyek penelitian selama dua tahun yang selesai disimpulkan pada
2002, terungkap fakta-fakta bahwa:

2 pid,

73 Colombia Passes 1st Draft of Drug Crop Legalization Bill. Colombia Reports 9 Mei 2012

Diakses pada 15 Mei 2012.

74 New Drug Guidelines are Europe’s Most Liberal. Prague Post 23 Desember 2009

Diakses pada 14 Mei 2012.
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1.  penalisasi penggunaan napza tidak mempengaruhi
ketersediaan napza ilegal;
2. terdapat peningkatan jumlah penggunaan napza di
Republik Ceko;
3.  biaya sosial penggunaan napza ilegal meningkat secara
signifikan.”®
Sebagai hasil analisa dampak pemberlakuan sanksi pidana atas
kepemilikan napza, Republik Ceko secara resmi memberlakukan

dekriminalisasi kepemilikan napza ilegal pada 2010.7°

Terjadi penundaan implementasi kebijakan dekriminalisasi, karena
diperlukan penjajakan tuntas pola-pola penggunaan napza yang
dilakukan pemerintah Republik Ceko untuk memastikan bahwa
ambang batas kepemilikan napza ilegal ditentukan pada tingkatan
yang tepat. Bahkan sebelum undang-undang baru dikukuhkan,
kebijakan Ceko sudah berfokus pada pendekatan kesehatan
masyarakat atas penggunaan napza, dan ini tercermin pada
rendahnya angka pemenjaraan terkait pelanggaran kepemilikan

napza ilegal.

Menindaklanjuti undang-undang dan arahan baru yang dikeluarkan
oleh Perdana Menteri sementara Jan Fischer pada akhir 2009, polisi

dan jaksa penuntut kint diinstruksikan untuk mengenakan sanksi

73 Zabransky T, Mravcik V, Gajdosikova H, Miovsku M. Impact Analysis Project of New

Drugs Legislation Summary Final Report. Prague: Secretariat of the National Drug
Commission Office of the Czech Government, 2001

Diakses pada 14 Mei 2012.

Pavel B. Czech Republic: Case Study in the Liberalisation of Drug Policy, dipaparkan di
acara bertopik reformasi kebijakan napza di House of the Lords pada 17 dan 18
November 2011. Kegiatan diorganisir oleh All Party Parliamentary Group on Drug Policy
Reform.

76 New Drug Guidelines are Europe’s Most Liberal. Prague Post 23 Desember 2009

(http://www.praguepost.cz/news/3194-new-drug-guidelines-are-europes-most-
liberal.html). Diakses pada 14 Mei 2012.
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perdata pada individu yang memiliki ganja seberat 15 gram, kokain
seberat 1 gram, heroin seberat 1,5 gram, ekstasi sebanyak 4 butir,
dan jamur halusinogen sebanyak 40 lembar; dan tidak lagi
menerapkan sanksi pidana. Pelanggaran tersebut akan dikenakan
sanksi denda berjumlah setara dengan £550 dan akan diproses
melalut prosedur perdata kabupaten dan kota, tetapi individu yang
terkena sanksi tidak akan mendapatkan catatan kriminal. Pada Juni
2011, undang-undang berubah dan memperbolehkan polist untuk
mengenakan sanksi “denda di tempat” pada kasus penggunaan

napza- sama seperti proses tilang lalu lintas.””

Sementara efek meluas atas perubahan undang-undang Republik
Ceko belum dapat diperhitungkan, penjajakan awal menunjukkan
bahwa kekhawatiran dari para pengkritik bahwa undang-undang
baru ini akan menyebabkan terjadinya lonjakan pada penggunaan
napza di Ceko ternyata tidak terbukti. Jindrich Voboril, Koordinator
Nasional Badan Anti Napza pemerintah Ceko menjelaskan pada
2011, bahwa:

"Tidak ada perluasan masalah napza [sejak undang-undang
baru diberlakukan secara efektif]. Penggunaan ganja di Ceko
memang tinggi, dan hal itu tidak berubah. Ceko juga memiliki
berbagai masalah penggunaan jenis napza berat yang lebih
cenderung menyebabkan ketergantungan, tapi masalah itu
tidak memperlihatkan banyak peningkatan yang disebabkan

oleh perubahan undang-undang ini".”®

7 Johnstone C. Czech Police to Issue Spot Fines to Drug User. Czech Position 23 Juni 2011

(HTTP://WWW.CESKAPOZICE.CZ/EN/NEWS/SOCIETY/CZECHPOLICE-ISSUE-SPOT-FINES-
DRUGS-USERS). Diakses 14 Mei 2012.

8 bid,
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Karena data masih akan dikumpulkan dalam beberapa tahun ke
depan, akan dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut terhadap dampak
hukum dekriminalisasi yang diberlakukan pada 2010.

ESTONIA

Menyusul amandemen Undang-Undang Narkotika dan Zat
Psikotropika pada 2002, kepemilikan napza dalam jumlah kecil
untuk penggunaan pribadi tidak lagi dianggap sebagai tindak

pidana di Estonia.”®

Standar ‘jumlah kecil’ ini ditentukan oleh preseden yudisial atau
pendapat saksi ahli di persidangan pada kasus tertentu, namun
secara umum dianggap sebagai 10 kali dosis tunggal yang
dikonsumsi pengguna napza secara rata-rata.®® Walaupun polisi
masih masth menangkap individu yang didapati memiliki napza
ilegal, berdasarkan hukum, pengadilan atau ‘badan ekstra-yudisial’
dapat memberikan hukuman, seperti denda sampai £685 atau

penahanan administratif (penahanan non-penjara) sampat 30 hari.®*

JERMAN
Undang-undang napza Jerman telah memuat elemen
dekriminalisasi sejak awal 1990-an. Di tingkat federal, amandemen

Undang-Undang Narkotika Federal tahun 1992 memberikan

79 EMCDDA. Country Legal Profile — Estonia

(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX5174EN.HTML?PLUGINMETHOD=EL
DD.COUNTRYPROFILES&COUNTRY=EE). Diakses pada 14 Mei 2012.

80 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Threshold

Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010
(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX99321EN.HTML). Diakses pada 1
Mei 2012.

81 EMCDDA. The State of the Drugs Problem in the Acceding and Candidate Countries to

the European Union. Lisbon: EMCDDA, 2003
(www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_37262_EN_candidates_ar2003-
en.pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.
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diskresi bagi jaksa untuk memutuskan tidak mengajukan tuntutan
terhadap  individu yang memiliki ganja, bila jaksa
mempertimbangkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat 'ringan’
dan menentukan bahwa tidak ada “"kepentingan publik” dalam
penuntutan pidana.??> Penentuan kepemilikan ganja sebagai
kategori ‘ringan’ sangat bergantung pada fakta kepemilikan
‘sejumlah kecil' napza yang dilarang. Definisi 'sejumlah kecil’
bervariasi di setiap negara bagian untuk jenis-jenis napza yang

berbeda.?3:#4

Pada 1994, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memutuskan
bahwa sanksi pidana bagi individu yang memiliki atau mengimpor
ganja dalam jumlah kecil adalah bertentangan dengan konstitusi.®®
Negara bagian lain menafsirkan aturan ini dengan cara berbeda.
Beberapa negara bagian menafsirkan aturan ini juga mencakup
napza non-ganja. Sejak aturan tersebut diberlakukan, sejumlah
negara bagian di Jerman dan bahkan beberapa kota menetapkan
ambang batas untuk definisi ‘sejumlah kecil' napza, sehingga
apabila seseorang memiliki napza di bawah jumlah tersebut, ia

tidak akan dituntut secara pidana. Untuk ganja, batasannya

82 Narcotic Drugs Act (Betaubung Smittelgesetz) of 1981 Sec.31A (As Amended 18

December 2009)

Diakses 14 Mei 2012.

83 Max Planck Institute for Foreign and Criminal Law. Cannabis Non-Prosecution Policies in

Germany. Freiburg: Max Planck Institute for Foreign and Criminal Law, 2011

Diakses pada 14 Mei 2012.

84 Untuk berbagai macam penentuan ambang batas, silahkan lihat:

Diakses pada 14 Mei 2012. Nampaknya
negara bagian di selatan Jerman yang lebih konservatif mengambil kebijakan lebih
restriktif dibandingkan pemerintah lokal di utara Jerman.

85 Decision of German Federal Constitutional Court, Second Senate, 9 March 1994, Bverfge

90, 145.
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bervariasi antara 6-15 gram;®¢ untuk kokain, mulai dari 1- 3 gram.
Beberapa negara bagian lain tidak memiliki undang-undang yang
mengatur ambang batas kepemilikan, tetapi mereka mengacu
kepada preseden hukum untuk menetapkan batasan jumlah

kepemilikan ganja dan kokain, serta jenis-jenis napza lainnya.?’

Meskipun undang-undang hanya memberi kewenangan bagi jaksa
untuk tidak menuntut individu atas kepemilikan napza dalam
jumlah kecil, pada praktiknya, polisi di sejumlah negara bagian
sering kali diharuskan menahan dirit untuk tidak menangkap
seseorang secara proaktif atau merespon secara reaktif keluhan-
keluhan tentang kepemilikan napza dalam jumlah kecil, terutama
terkait kasus-kasus yang melibatkan ganja atau ekstasi.®® Di
Jerman, pengguna napza bermasalah yang telah menjalani sanksi
pemenjaraan selama 2 tahun atau kurang dianggap memenuhi
syarat untuk mendapat pengalihan hukuman vyaitu rehabilitasi,
sebagai ganti pemenjaraan; pemenjaraan dapat dibatalkan jika
seseorang berpartisipasi secara terus-menerus dalam program
pemulihan selama kurun waktu yang ditetapkan oleh pihak
berwenang. Kegagalan untuk mengikuti program dapat berakibat
pada pemberlakuan sanksi pemenjaraan sesuai vonis awal.®®

Namun demikian, sejumlah laporan mengindikasikan bahwa, pada

86 Berlin Set to Relax Cannabis Laws. Der Spiegel 18 May 2010

Diakses pada 14 Mei 2012.

87 EMCDDA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Threshold Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010
Diakses pada 1
Mei 2012.

88 Bollinger L. Drug Law and Policy in Germany and the European Community: Recent

Developments. Journal of Drug Issues 2004; 34(3):499

89 Act on the Trade in Narcotic Drugs Sec.35 (As Amended 18 Dec.2009).
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praktiknya, banyak pengguna napza bermasalah dipaksa menjalani

terapi yang kemudian diikuti dengan sanksi pemenjaraan.®°

Meskipun menurut EMCDDA, Jerman memiliki angka penggunaan
ganja, kokain dan LSD yang cukup tinggi, tetapi prevalensi
penggunaan napza di kalangan orang dewasa masih berada jauh di

bawah Inggris.®*

ITALIA

Dekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan napza pertama kali
diterapkan di ltalia sekitar 3,5 dekade yang lalu.’? Sejak ituy,
kebijakan dan undang-undang napza di Italia berfluktuasi antara
pemberian hukuman yang berat dan ringan bagi penggunaan dan
kepemilikan napza; hukuman penjara dan rehabilitasi bagi individu
dengan ketergantungan napza dan pelaku pidana berulang;
prevalensi penggunaan napza,yang tinggi dan rendah, penyakit

terkait napza, dan ketersediaan rehabilitasi.®*

Kendati sanksi-sanksi atas kepemilikan napza bervariasi dalam
derajat berat dan ringannya, tak banyak yang dapat diringkaskan
mengenai dampak berbagai sanksi tersebut. Kesimpulan yang

dapat diambil adalah, kebijakan napza di Italia, baik yang bersifat

90 Bollinger L. Drug Law and Policy in Germany and the European Community: Recent

Developments. Journal of Drug Issues 2004; 34(3):492

91 EMCDDA. Lifetime Prevalence of Drug Use by Age and Country, Most Recent National

General Population Survey Available Since 2000. Lisbon: EMCDDA, 2011
Diakses pada 14 Mei 2012.

92 Solvetti LM. Drug Use Criminalization V. Decriminalization: An Analysis in Light of the

Italian Experience, Report Prepared for the Swiss Federal Office of Public Health. Bern:
Swiss Federal Office of Public Health, 2001: Hal.32

93 Lihat secara umum, lbid.
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keras maupun lunak; memiliki efek minimal terhadap prevalensi

penggunaan napza dan indikator-indikator lainnya.

Pilar dari undang-undang napza ltalia yang masih berlaku hingga
sekarang, ditetapkan pada 1990, ketika Italia meresmikan rangkaian
peraturan sanksi administratif untuk mengatur pelanggaran
kepemilikan napza dalam jumlah kecil. Panduan 'dosis rata-rata
harian’ dibuat untuk membantu penentuan hukuman dan
menetapkan jumlah denda atau hukuman penahanan 3 bulan bagi
pelanggar dengan ketergantungan napza atau pelanggar berulang;
skema hukuman yang pertama kali berlaku sejak dekriminalisasi
dimulai tahun 1975. Namun demikian, pengesahan sanksi yang
lebih  berat tampaknya tidak ~mempengaruhi prevalensi
penggunaan napza, dan di awal 1990-an, angka pengguna napza

bermasalah di Italia menjadi yang tertinggi di Uni Eropa.®*

Mengetahui konsekuensi peningkatan kriminalisasi pengguna
napza yang didapatt membawa napza di atas dosis rata-rata,
Mahkamah Konsititusi Italia mengeluarkan keputusan pada tahun
1991; yang mendorong para hakim untuk menggunakan ambang
batas dosis harian sebagai salah satu dari banyak faktor dalam
menentukan niat seseorang untuk menjual, yang sebaiknya tidak

diterapkan sebagai aturan yang kaku.*®

Kemudian, setelah referendum nasional tahun 1993, hukum

berubah dengan menghapus pemenjaraan terhadap pengguna

9% Ibid: Hal. 40

95 Zuffa G. How to Determine Personal Use in Drug Legislation: The ‘Threshold

Controversy’ in the Light of the Italian Experience. Transnational Institute Series on
Legislative Reform of Drug Laws NR.15. Amsterdam: Transnational Institute, 2011: Hal. 4
(http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/2710-how-
to-determine-personal-use-in-drug-legislation). Diakses pada 14 Mei 2012.

REVOLUSI SUNYI | 55



napza atau pelanggar berulang dan menghapus konsep ‘dosis rata-
rata harian’. Hal init memberikan fleksibilitas lebih bagi hakim dalam
mempertimbangkan apakah seseorang memiliki napza untuk
penggunaan pribadi atau memiliki napza untuk dijual, walaupun
jumlah napza yang didapati padanya melebihi ambang batas

maksimum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.®

Rangkaian peraturan 'diskresi hukum’ ini bertahan selama satu
dekade sampai aturan perundang-undangan napza yang baru
disahkan oleh parlemen lItalia pada awal tahun 2006.°” Undang-
undang, yang baru saja diterapkan, ini membuat perubahan yang
signifikan terhadap undang-undang yang ada. Perubahannya

mencakup:

Mengatur kembali ambang batas ‘jumlah maksimum yang

diperbolehkan’ yang lebih ketat bagi tindak pidana atas

kepemilikan untuk penggunaan pribadi (ditetapkan sebesar

500 miligram untuk ganja (bahan psikoaktif), 250 miligram

heroin, 750 miligram ekstasi dan 750 miligram kokain);

- menetapkan sanksi administratif yang lebith keras untuk
pelanggaran karena penggunaan pribadi, yang mencakup jam
malam, wajib lapor, dan larangan mengemudi dalam kurun
waktu yang lebih lama;

- menghapus pilihan hukuman terapi sebagai pengganti sanksi
administratif untuk penggunaan pribadji;

- memperpanjang hukuman yang harus diterima oleh individu

yang memiliki ketergantungan napza agar memenuht syarat

% bid,

97 Lihat The ‘Fini-Giovanardi’ Law. DPR of 9 December 1990 N.390 (As Amended by Law

309 of 28 February 2006)

56 | REVOLUSI SUNYI



untuk mengikuti program terapi sebagai pengganti hukuman
penjara, dari 4 tahun menjadi 6 tahun (atau dengan 6 tahun

tetap di penjara).®

Di bawah sistem hukum lItalia terkini, jika polisi menemukan
seseorang dengan kepemilikan jumlah napza yang secara jelas
berada di bawah ambang batas ‘jumlah maksimum yang
diperbolehkan’ atau secara jelas tidak berniat menjual, orang
tersebut akan dibawa ke pejabat kepolisian di tingkat provinsi dan
menghadapi sanksi administratif yang berjenjang dari peringatan
sampai denda atau pencabutan izin mengemudi. Jika jumlah napza
yang ditemukan mendekati atau di atas ambang batas, atau
dikemas dengan cara yang dicurigai memang sengaja untuk dijual,

orang itu dapat ditangkap dan ditahan.

Di saat bersamaan, tes dilakukan untuk menentukan jumlah bahan
aktif dalam zat tersebut. Dalam waktu 48 jam, orang tersebut akan
menghadap hakim untuk menjalani proses dengar pendapat yang
bertujuan untuk mengesahkan penangkapan. Jika terbukti,
persidangan untuk menjatuhkan dakwaan dan menentukan
hukuman akan dilaksanakan, yang kemungkinan akan dilaksanakan

beberapa bulan kemudian.

Sejak undang-undang baru ini diberlakukan pada 2006, jumlah
sanksi yang dikenakan untuk penggunaan pribadi bertambah
hingga lebih dari dua kali lipat; dari 7.229 di tahun 2006 menjadi

Antigone, CNCA, Forum Droghe, Societa Della Ragione, The Effects of the 2006 Italian
Drug Legislation (‘Fini-Giovanardi Law’) on the Penal and Prisons System (2006-2010)
Executive Summary, Hal 1. Poin-poin penting Ringkasan Eksekutif tersedia dalam bahasa
Inggris di :(http://idpc.net/publications/2014/09/fifth-white-book-on-the-2006-italian-
drug-legislation-and-its-consequences-on-the-penal-and-prison-systems). Diakses pada
14 Mei 2012.
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16.154 di tahun 2010.°° Proporsi individu yang ditahan karena
pidana napza sebagai bagian dari populasi umum penjara juga
meningkat dari 28 % pada 2006 menjadi 31 % pada 2010. Selain
itu, jumlah orang yang mengalami ketergantungan napza dalam
perawatan menurun secara signifkan: dari 3.852 pada awal 2006
menjadi 1.597 pada awal 2010.°° Penurunan angka individu yang
mendapatkan  rehabilitast  kemungkinan  terkait  dengan
meningkatnya stigmatisasi terhadap mereka yang menggunakan
napza, sebagai akibat dari kriminalisasi. Meningkatnya kriminalisast
terhadap pengguna napza sebagai akibat dari ambang batas
jumlah kepemilikan yang rendah telah menggiring beberapa pihak
di Italia untuk menggambarkan bahwa, pada praktiknya, sistem
tidak menerapkan dekriminalisasi. Namun demikian, jumlah
individu yang menghadapi sanksi administratif untuk kepemilikan
pribadi, tapi tidak memiliki catatan kejahatan, tetap tinggi.*°* Ini
boleh jadi berkaitan dengan efek perluasan jaring seperti yang
ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka individu yang
menerima sanksi administratif antara tahun 2006 dan 2010.
Dampak kondisi ini sebagian juga menjelaskan turunnya angka
individu dalam sistem rehabilitasi, karena banyak orang
mengkhawatirkan resiko tuntutan hukum apabila mengikuti

rehabilitasi.

Sistem hukum Italia terus bergulat dengan berbagai tantangan

dalam rangka penegakan undang-undang yang baru. Pada bulan

99 Zuffa G. How to Determine Personal Use in Drug Legislation: The ‘Threshold

Controversy’ in the Light of the Italian Experience. Transnational Institute Series on
Legislative Reform of Drug Laws NR.15. Amsterdam: Transnational Institute, 2011: Hal. 7
(http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/2710-how-
to-determine-personal-use-in-drug-legislation). Diakses pada 14 Mei 2012.

Ibid.

Ibid.
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Juni tahun 2011, Mahkamah Kasasi Italia, sebagai lembaga
peradilan tertinggi, memutuskan bahwa individu dapat secara legal
menanam ganja dalam jumlah kecil di balkon atau teras rumah

mereka.*?

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah Italia yang terus-
menerus berupaya mengesahkan undang-undang sebagai
solusi penanganan masalah napza yang kian meluas, keras
atau lunaknya undang-undang napza tidak terlihat memiliki

dampak yang besar.

Sementara ‘Laporan Napza Dunia 2011’ mengindikasikan bahwa
prevalensi penggunaan napza di Italia masih menjadi salah satu
yang tertinggi di Eropa, prevalensi penggunaan heroin dan kokain
masih lebih rendah dibandingkan di Inggris.’®® Kendati semakin
banyak warga lItalia yang saat ini masuk penjara karena kejahatan

napza, penggunaan napza terus berlanjut.

MEKSIKO

Beberapa tahun terakhir, Meksiko berada di garis depan untuk
perang napza yang melibatkan kekerasan. Sejak presiden Meksiko
Felipe Calderon memutuskan pada penghujung 2006 untuk
mengirimkan bala tentara federal ke negara bagian Michoacan
untuk bertempur melawan kartel napza di sana, setidaknya 45.000-

50.000 orang tewas dalam kekerasan peperangan yang terjadi di

102 In Italy, No Need to Hide the Pot Plants. UPI 29 June 2011
(http://www.upi.com/TOP_NEWS/WORLDNEWS/2011/06/29/IN-ITALY-NO-NEED-TO-
HIDE-THE-POTPLANTS/UPI-74621309392885/). Diakses 14 Mei 2012.

3 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2011. Vienna:

UNODC 2011: Hal. 220 (http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf). Diakses 14 Mei 2012.

10:
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seluruh negeri.** Didengung-dengungkan sebagai langkah yang
berfokus pada prioritas penegakan hukum untuk membasmi
perdagangan gelap dan ‘transaksi napza berskala-kecil' dan bukan
membasmi pengguna napza, Meksiko menetapkan dekriminalisasi
atas kepemilikan napza dalam jumlah kecil pada 2009.1%° Sejak
perubahan pada Undang-Undang Kesehatan Umum, Jaksa
Penuntut Umum diperintahkan untuk tidak menuntut individu yang
didapati memiliki kurang dari 5 gram ganja, 0,5 gram kokain, 50
miligram heroin, atau 1 tablet ekstasi, diantara jumlah minimum

lainnya.*0¢

Apabila tertangkap tangan dengan jumlah napza di bawah ambang
batas, individu tersebut hanya menerima anjuran untuk mengikuti
rehabilitasi; jika tertangkap tangan hingga tiga kali dengan napza
di bawah jumlah ambang batas, rehabilitasi menjadi sebuah
kewajiban.’%” Jika pihak berwenang, setelah melakukan konsultasi
dengan petugas medis, menetapkan seseorang sebagai pengguna
napza, mereka dapat merujuk individu tersebut untuk menjalant
rehabilitasi, pada kasus pelanggaran pertamanya. Dan jika ia
menolak untuk berpartisipasi atau tidak berhasil mengikuti
rehabilitasi, ia akan menjadi subyek tuntutan hukum, sebagaimana
mereka yang ditemukan bersama kepemilikan napza di atas jumlah

ambang batas yang legal.

1 . .
04 Q & A: Mexico’s Drug-Related Violence. BBC News 25 January 2012

(http://www.bbc.com/news/world-latin-america-10681249). Diakses 14 Mei 2012.

105 Mexico Legalizes Drug Possession. New York Times 21 August 2009

(http://www.nytimes.com/2009/08/21/world/americas/21mexico.html),
Diakses pada 14 Mei 2012.

106 ‘Narcomenudeo Decree’ Amending General Health Law Art.478, tersedia di :

HTTP://WWW.DIPUTADOS.GOB.MX/LEYESBIBLIO/PDF/142.PDF).Terakhir dikunjungi
pada 10 Agustus 2011.

107" 1pig.
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Saat berita tentang hukum dekriminalisasi Meksiko menjadi tajuk
utama di seluruh dunia sebagai langkah berani dalam reformasi
kebijakan napza setelah Presiden Calderén menandatanganinya
pada tahun 2009, banyak orang yang mengkritik bahwa undang-
undang ini hanya merupakan dekriminalisasi simbolis semata,
bukan undang-undang yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
kehidupan warga Meksiko. Banyak pengkritik menyoroti rendahnya
jumlah ambang batas kepemilikan maksimum — beberapa orang
menyatakan bahwa jumlah ambang batas terbilang sangat rendah
sehingga mereka akan berpotensi melabelkan lebih banyak
pengguna napza sebagai pengedar daripada sebelum
dekriminalisasi berlaku dan menjadi subyek hukum yang lebih
keras.'°® Sebagian lainnya memprediksikan perubahan ini akan
menciptakan ambiguitas terkait dengan bagaimana jumlah ambang
batas ini diukur, akan meningkatkan korupsi, dan akan terus
memaksa konsumen untuk berhubungan dengan mereka yang
dianggap penjahat oleh hukum untuk membeli barang yang tidak
lagi dianggap suatu kejahatan apabila memilikinya.*%® Perubahan
pada undang-undang napza yang baru ini masih terlalu dini untuk
ditarik kesimpulannya atau untuk diukur dampak-skala luasnya

terhadap masyarakat Meksiko.

BELANDA

Belanda sejak lama dianggap sebagai pelopor dunia dalam

kebijakan tentang napza, yang kerap mengacu kepada amandemen

1 . . - -
08 Moraff C. Latin America’s Legalization Push. The American Prospect 26 June 2009
(http://prospect.org/article/latin-americas-legalization-push). Diakses pada 14 Mei
2012.

109 Herndndez Tinajero J, Angles CZ. Mexico: The Law Against Small-Scale Drug Dealing.

Transnational Institute Series on Legislative Reform of Drug Policies. NR.3. Amsterdam:
Transnational Institute, 2009: Hal. 3. (http://www.tni.org/files/download/dIr3.pdf).
Diakses pada 14 Mei 2012.
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terhadap undang-undang napza pada tahun 1976 vyang
menciptakan pemisahan hukum antara napza berat (hard drugs)
dan napza ringan (soft drugs).*'° Secara teknis, peraturan tahun
1976 ini masih mengkriminalisasi kepemilikan dan suplai napza,
tetapi pedoman tuntutan hukum yang diperkenalkan saat itu

berpijak pada kerangka dekriminalisasi.***

Pedoman tersebut menetapkan bahwa kepemilikan dan suplai
ganja semestinya menjadi prioritas paling rendah dari penegak
hukum dan jaksa.'*?> Sistem inilah yang kemudian mengarah
kepada berdirinya ‘kedai kopi’ di Belanda yang terkenal karena
secara legal diizinkan untuk menjual ganja dalam jumlah

terbatas.**?

Kepemilikan napza di Belanda tidak mengalami dekriminalisasi
secara undang-undang; lebih tepatnya, ada kebijakan non-
pemidanaan yang sudah berlaku sejak lama, ditetapkan melalut
pedoman tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman,
yang secara umum menginstruksikan jaksa untuk tidak mengajukan
tuntutan hukum atas pelanggaran kepemilikan sampai 5 gram
ganja untuk penggunaan pribadi (sebelum 1996, jumlahnya sebesar

30 gram)*'# atau sekitar satu dosis napza 'berat’ untuk penggunaan

110 The Legislation Refers to Drugs that Pose ‘Unacceptable Risks’ and those with ‘Less

Severe’ Risks.

11 Lihat : Stevens A. Drugs, Crime and Public Health: The Political Economy of Drug Policy.

Abingdon: Routledge, 2010. pp. 120-122

12 g,

13 Opium Act (http://www.cannabis-med.org/dutch/Regulations/Opium_Act.pdf).

Diakses pada 14 Mei 2012.

114 Reuter P. Marijuana Legalization: What Can Be Learned from Other Countries? Santa

Monica, CA: Rand Drug Policy Research Center, 2010: Hal.2
(http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2010/RAND_WR771.
pdf). Diakses pada 14 Mei 2012
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pribadi.**® Individu yang ditemukan dengan jumlah sesuai atau di
bawah ambang batas ini tidak menerima sanksi; baik perdata

maupun pidana.

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi dampak
kebijakan ganja di Belanda terhadap prevalensi penggunaan napza
di sana. Sebuah studi memperlihatkan bahwa pencabutan larangan
terhadap ganja tidak menimbulkan ledakan penggunaan napza dan
kebijakan khusus tersebut tidak memiliki dampak besar terhadap
tingkat penggunaan napza.''® Studi lain menyimpulkan, tidak ada
bukti bahwa komponen dekriminalisasi dalam kebijakan tahun

1976 meningkatkan tingkat penggunaan ganja.**’

Kendati laporan tentang prevalensi ‘periode penggunaan ganja
seumur hidup tanpa terputus abstinensia’ di Belanda meningkat
signifikan dari tahun 1984 sampai tahun 1996, para ahli
menyebutkan perluasan iklan penggunaan ganja oleh ‘kedai-kedat
kopl' sebagai penyebab peningkatan penggunaan ganja, bukan
kebijakan  dekriminalisasi yang disahkan beberapa tahun

sebelumnya.**®

Berkenaan dengan napza jenis lainnya, kebijakan di Belanda telah
memperkecil proporsi orang dengan ketergantungan napza ‘berat’

dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Eropa Barat dan

15 EMCDDA. Threshold Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010

Diakses pada 1 Mei 2012.

116 Kilmer B. Do Cannabis Possession Laws Influence Cannabis Use?. Cannabis 2002 Report:

A Joint International Effort at the Initiative of the Ministers of Public Health of Belgium,
France, Germany, The Netherlands, Switzerland: Technical Report of the Scientific
Conference. Brussels: Belgian Ministry of Public Health, 2002: Hal.105

17 g,

18 Maccoun R, Reuter P. Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times and Places.
Cambridge: Cambridge University Press, 2001: Hal.259.
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Amerika  Serikat.''® Antara tahun 1979-1994, prevalensi
penggunaan napza ‘berat’ di Belanda menurun dari 15 % menjadi
2,5 %. Ini. memberi petunjuk bahwa tidak ada korelasi kuat antara

dekriminalisasi dan peningkatan prevalensi penggunaan napza.'?°

Evaluasi kebijakan napza Belanda terbaru menunjukkan angka
kematian yang rendah akibat penggunaan heroin dan metadon
dibandingkan negara-negara lainnya di dunia, prevalensi
penggunaan napza suntik yang rendah, dan penurunan jumlah
anak muda yang melakukan tindak pidana terkait napza. Hal
ini membuktikan bahwa kebijakan dekriminalisasi di Belanda
kemungkinan mempengaruhi pengurangan dampak terburuk

napza.l?!

Terlepas dari dekriminalisasi de facto di Belanda yang sudah
berlangsung selama beberapa dekade, menurut EMCDDA,
prevalensi penggunaan ganja dan kokain di negara ini masih

berada di bawah Inggris.*??

Meskipun tampaknya tidak ada niat untuk mengubah aturan
mengenai dekriminalisasi kepemilikan napza di Belanda, iklim
politik berhasil membawa perubahan bagi model ‘kedai kopi' di

sana. Pemerintahan baru yang beraliran konservatif  ingin

119 Mamber N. Note: Coke and Smack at the Drug Store: Harm Reductive Drug Legalization:

An Alternative to a Criminalization Society. Cornell. Journal of Law and Policy

2006;619:641

120 Gray JP. The Hopelessness of Drug Prohibition. 13 Chapman Law Review 2010;521:545

121 Stevens A. Drugs, Crime and Public Health: The Political Economy of Drug Policy.

Abingdon: Routledge 2010: PP.122-123

122 EMCDDA. The State of the Drugs Problem in the Acceding and Candidate Countries to

the European Union. Lisbon: EMCDDA, 2003
(http://candidates2003.emcdda.europa.eu/download/candidates_ar2003-en.pdf).
Diakses pada 14 Mei 2012.

64 | REVOLUSI SUNYI



membatasi akses dengan memperkenalkan sistem ‘weed pass’;
kartu untuk mengakses 'kedai kopi ganja’ yang memperbolehkan
hanya penduduk resmi Belanda untuk membeli ganja, dan
mengubah 'kedat kopi ganja’ menjadi klub tertutup dengan jumlah
maksimum 2000 anggota. Sistem baru ini mulai berlaku di kota-
kota bagian selatan pada Mei 2012'?% dan diharapkan akan meluas

secara nasional pada 2013.1%4

PARAGUAY

Paraguay secara resmi melegalkan kepemilikan napza sejak 1988.
Di bawah Undang-Undang nomor 1.340, seseorang yang didapati
memiliki kurang dari 10 gram ganja atau kurang dari 2 gram kokain
atau heroin, umumnya, tidak akan mendapatkan sanksi pidana
maupun administratif. Tetapi, jika pengadilan menetapkan bahwa
orang tersebut memiliki ketergantungan napza, maka hakim
berwenang, sesuai hasil pemeriksaan dari otoritas medis, untuk
memerintahkan orang tersebut menjalani program rehabilitast

dalam lapas selama periode yang diputuskan.*?*

Berdasarkan Laporan Global PBB tentang Napza atau UN World
Drug Report, setelah beberapa dekade pemberlakuan
dekriminalisasi, Paraguay mencatat prevalensi penggunaan heroin

terendah, prevalensi penggunaan kokain terendah bersama dengan

12 . . . .
3 Kranjc S., Escritt T. Tourists Protest Dutch Cannabis Ban, Toronto Sun 1 May 2012

(http://www.torontosun.com/2012/05/01/protestors-say-no-to-dutch-cannabis-ban)

Diakses pada 15 Mei 2012.

124 Dutch Cannabis Cafe Owners Fight Changes. BBC News 7 April 2012

(http://www.bbc.com/news/world-europe-17865663). Diakses pada 14 Mei 2012.

125 Jelsma M. Drug Law Reform Trend in Latin America. Amsterdam: Transnational Institute,

2009: Hal.2
http://www.akzept.org/pdf/volltexte_pdf/nr23/drogenpo_inter/tnitrends_latam0110
.pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.
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Ekuador dan Suriname, serta prevalensi terendah ketiga dalam

penggunaan ganja se-Amerika Selatan.?%

PERU

Sebagai daerah yang secara historis merupakan penghasil utama
tanaman koka. konsumsi daun koka secara tradisional tidak pernah
digolongkan sebagai tindak pidana di Peru, sebaliknya, penentuan
ambang batas maksimum untuk konsumsi dan kepemilikan napza
jenis lain untuk penggunaan pribadi tidak lagi diberlakukan. Sejak
2003, seseorang yang didapati membawa lebih dari 5 gram pasta
kokain  hidroklorida, 200 miligram heroin atau 8 gram
tetrahydrocannabinol (THC) tidak lagi dikenakan hukuman di bawah

undang-undang Peru.*?’

Terlepas dari dekriminalisasi melalui undang-undang, penelitian
mengungkapkan adanya jurang antara kebijakan dan realitas
praktik polisi di Peru. Polisi secara berkala menahan orang-orang
yang didapati memiliki napza, sampai mereka ditetapkan bukan
sebagai pengedar; seringkali ini mengakibatkan penahanan dalam

waktu lama tanpa adanya dakwaan.*?®

Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan pelaksanaan peradilan

pidana dalam sebuah negara dapat berdampak signifikan terhadap

126 UNODC, World Drug Report 2011. Vienna: UNODC, 2011: Hal. 220

Diakses pada 14 Mei 2012.

127 peryvian Penal Code, Law 28.002 of 2003, Art.299

(http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/28002-jun-16-2003.pdf). Diakses pada 14

Mei 2012.

128 Garrido RS. Legislation on Drugs and the Prison Situation in Peru. In: Systems Overload:
Drug Laws and Prisons in Latin America. Washington/Amsterdam: Washington Office on
Latin America (woLA)/ Transnational Institute, 2010: Hal.71-80
(http://druglawreform.info/en/publications/systems-overload/item/875-drug-laws-
and-prisons-in-peru). Diakses pada 14 Mei 2012.
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mampu tidaknya kebijakan dekriminalisasi diterapkan secara efektif
dan sukses; penegakan hukum dan proses penahanan tidak serta
merta mencerminkan keselarasan dengan kebijakan undang-
undang. Pelanggaran terkait-napza berada di urutan ke-3
penyebab utama pemenjaraan di Peru, namun kurang lebih 1/3 dart
hampir 12.000 narapidana yang dipenjara karena pelanggaran

napza belum secara resmi didakwa atau diputuskan bersalah.'?°

POLANDIA

Setelah bertahun-tahun berlangsung perdebatan sengit, Polandia
akhirnya mengambil langkah awal menuju dekriminalisasi ketika
Presiden Komorowski menandatangani amandemen undang-
undang napza negara pada 2011. Undang-undang ini memberi
kewenangan diskresi bagi jaksa untuk tidak menuntut pelanggaran
kepemilikan napza apabila si pelanggar memiliki dalam ‘jumlah
kecil’ untuk penggunaan pribadi dan melakukan pelanggaran untuk

kali pertama.*3°

Jaksa juga boleh menghentikan penuntutan hukum dan
menggantikannya dengan rujukan untuk perawatan rehabilitasi jika
mendapati seseorang yang dinilai memiliki ketergantungan napza.
Hukum, yang secara resmi berlaku pada akhir 2011, tidak
menetapkan ambang batas untuk menentukan seberapa besar
‘jumlah kecil’ yang diperbolehkan dan menyerahkan penentuan itu

kepada jaksa.

129 \hid: Hal.71.

1 ) . . . .
30 International Drug Policy Consortium. [Polish President Approves New Drug Law]

London: International Drug Policy Consortium, 2011.
(http://idpc.net/alerts/2011/05/polish-president-approves-new-drug-law). Diakses
pada 14 Mei 2012.
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Perlu ada pemantauan terus menerus bagaimana amandemen
undang-undang napza terbaru di Polandia ini berfungsi di tingkat
praktik dan efek apa yang ditimbulkannya terhadap prevalensi
penggunaan napza, ketergantungan napza, dan penyakit terkait

napza, diantara standar-standar pengukuran lainnya.

PORTUGAL

Ketika Portugal melegalkan penggunaan dan kepemilikan napza
pada 2001, surat kabar dan pemerintah di seluruh dunia menyebut
hal ini sebagai satu langkah berani menuju kebijakan napza yang
berdasarkan bukti, sekaligus sebuah kemunduran yang berdampak
buruk dalam perang melawan napza, serta berbagai pendapat
lainnya. Seperti yang telah dipaparkan dalam laporan ini, Portugal
bukan negara pertama yang melegalkan napza, tapi melakukannya
sebagai respon atas persoalan napza yang sudah mencapai tingkat
nasional. Bersama dengan undang-undang dekriminalisasi,
pembuat kebijakan juga kembali menetapkan fokus kebijakan
napza Portugal kepada model kesehatan publik diiringi dengan
investasi finansial yang signifikan dari negara. Portugal meloloskan
panduan langkah-langkah pengurangan dampak buruk napza yang
baru pada tahun 2001 untuk memperbaiki koordinasi dan
menyokong rumah singgah, tempat penampungan, unit kesehatan
keliling, program resep dokter, skema program pertukaran jarum
suntik, dan berbagai inisiatif lain untuk orang dengan

ketergantungan napza.**!

131 EMCDDA. Drug Policy Profiles — Portugal. Lisbon: EMCDDA, 2011: Hal. 18.

(http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-policy-profiles/portugal). Diakses
pada 14 Mei 2012.
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Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, tetap saja masih
banyak hal yang perlu dipelajari mengenai efek perubahan
kebijakan Portugal pada 2001 terhadap penggunaan dan
dampak buruk napza, namun bukti secara jelas
memperlihatkan bahwa dekriminalisasi tidak menjadi bencana

seperti yang diperkirakan oleh para pengkritik.

Bahkan, model dekriminalisasi dan kebijakan kesehatan publik
terkait berhasil mengurangi dampak buruk yang berhubungan
dengan-napza dan Portugal mengalami penurunan angka
penggunaan napza di kalangan populasi yang paling rentan; anak

muda dan pengguna napza bermasalah.

Di bawah undang-undang dekriminalisasi, jika polisi menemukan
seseorang memiliki napza senilai lebih dari 10 dosis harian rata-rata
untuk penggunaan pribadi,**?maka polisi mengeluarkan surat
rujukan agar orang tersebut menjumpai ‘komisi penasihat’ atau
dissuasion commission (CDT), panel beranggotakan tiga orang

yang terdiri dari pakar medis, pekerja sosial dan ahli hukum.**3

Dirancang untuk bersifat memberi dukungan, ketiga anggota panel
ini tidak bertemu di pengadilan; mereka menetapkan fokus pada
pendekatan berorientasi kesehatan untuk mengukur kebutuhan
perawatan pemulihan seseorang, jika diperlukan. Kelompok panel
ini memiliki cakupan sanksi yang luas untuk merespon setiap

pelanggaran individual, sanksi ini meliputi rehabilitasi bagi mereka

132 EMCDDA. Threshold Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010

(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX99321EN.HTML). Diakses
pada 14 Mei 2012. Jumlah ini pada praktiknya sebesar 5 gram ganja resin atau 25 gram
ganja herbal, 1 gram ekstasi, 1 gram heroin, dan 2 gram kokain.

133 Kreit A. The Decriminalization Option: Should States Consider Moving from a Criminal

to a Civil Drug Court Model? University of Chicago Legal Forum. Chicago: University of
Chicago, 2010:299-326
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yang mengalami ketergantungan napza, laporan berkala kepada
panel, perintah melakukan pelayanan masyarakat, menangguhkan
surat izin mengemudi atau lisensi lainnya, atau, sebagal upaya
terakhir, menetapkan denda. Untuk pelaku yang baru pertama kali
dan tidak memiliki ketergantungan napza, panel hampir selalu

menangguhkan proses hukum dan tidak memberlakukan sanksi.***

Jika seseorang ditemukan dengan kepemilikan napza dengan nilai
lebih dari kebutuhan 10 hari, ia akan dirujuk ke pengadilan pidana,
yang memungkinkan adanya dakwaan pidana atas penjualan atau

penggunaan yang tergolong tindakan pidana.***

Antara tahun 2002 dan 2009, Komisi Penasihat memfasilitasi kurang
lebih 6.000 proses administratif setiap tahunnya terhadap individu
dengan kepemilikan napza ilegal.**® Sebagian besar dari kasus ini
berkisar dari 59-68 % dalam tahun tertentu; menghasilkan
penangguhan proses hukum untuk pengguna yang tidak memiliki
ketergantungan napza. Pemberlakukan sankst yang bersifat
hukuman seperti penangguhan lisensi, pembatasan gerakan, atau
denda, meningkat dari 3 % pada 200237 menjadi 14 % pada 2009
(10 % sanksi non-finansial dan 4 % denda).**® Pada 2009, Komisi
Penasthat sementara menangguhkan 15 % kasus dengan

kesepakatan bahwa pelaku bersedia menjalani perawatan

134 EMCDDA. Threshold Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010

(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX99321EN.HTML). Diakses
pada 14 Mei 2012. Jumlah ini pada praktiknya sebesar 5 gram ganja resin atau 25 gram
ganja herbal, 1 gram ekstasi, 1 gram heroin, dan 2 gram kokain.

135 Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of

Illicit Drugs? British Journal of Criminologi 2010;50:1002

136 1hid: Hal. 1004

137 \bid. Hal. 1005

138 EMCDDA. Drug Policy Profiles — Portugal. Lisbon: EMCDDA, 2011: Hal. 17.

(http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-policy-profiles/portugal). Diakses
pada 14 Mei 2012.

70 | REVOLUSI SUNYI



rehabilitasi.**® Sekitar 76 % kasus melibatkan penggunaan ganja
saja, 11 % melibatkan heroin, 6 % kokain dan sisanya melibatkan

penggunaan kombinasi beberapa jenis napza.

Laporan tentang dampak model yang diterapkan pemerintah
Portugal mengemukakan hasil yang bervariasi dari ‘sukses

gemilang'*%? hingga 'kegagalan yang berbuah bencana’.***

Sejumlah pendukung dekriminalisasi menyatakan bahwa kebijakan
dekriminalisasi telah menyebabkan penurunan penggunaan napza
secara signifikan, sementara para pengkritik sebaliknya menyatakan
adanya peningkatan penggunaan napza yang signifikan; kebenaran
berada di antara keduanya. Kajian terhadap bukti dan posisi yang
saling berlawanan ini dianalisa dalam sebuah laporan yang
diterbitkan pada 2012; yang mengidentifikasi adanya pertentangan
dalam hal kualitas data yang tersedia di Portugal, dan pelaporan
yang dangkal, atau ‘tebang-pilih’ yang dilakukan beberapa analis,

mengenai pengalaman dekriminalisasi di Portugal.*4?

Dampak dekriminalisasi berdasarkan tren apapun masih dapat
diperdebatkan, bukan saja karena adanya investasi besar untuk
program-program pengurangan dampak buruk napza pada 2001,
tetapl:

139 1pig.,

40 Greenwald G. Drug Decriminalisation in Portugal: Lessons for Creating Fair and

Successful Drug Policies. Washington DC: Cato Institute, 2009.

141 Pinto C. The Resounding Success of the Portuguese Drug Policy: The Power of an

Attractive Fallacy. Lisbon: Associacao Para Uma Portugal Livre de Drogas, 2010.

142 Hughes CE, Stevens A. A Resounding Success of A Disastrous Failure: Re-Examining the

Interpretation of Evidence on the Portuguese Decriminalisation of Illicit Drugs. Drug
and Alcohol Review 2012:31:101-113.
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Hasil analisis menyatakan bahwa setelah dekriminalisasi,
Portugal mengalami peningkatan kecil dalam periode
penggunaan napza tak terputus abstinensia di kalangan usia
dewasa, sejajar dengan negara tetangga di sekitarnya.l4?
Walau demikian, tingkat penggunaan napza di Portugal secara
umum masih berada di bawah rata-rata negara Eropa.'** Secara
signifikan, analisis ini juga menunjukkan adanya penurunan
yang nyata dalam prevalensi penggunaan napza yang

dilaporkan, khususnya, di kalangan kelompok rentan.

Setelah terjadi sedikit peningkatan menjelang dan sesaat setelah
kebijakan dekriminalisasi berlaku,*> ‘periode penggunaan napza
seumur hidup tanpa terputus abstinensia’ di kalangan usia 15-16
tahun menurun pada tahun 2003-2007,'“¢ ‘penggunaan napza
baru-baru ini" serta ‘penggunaan napza aktif mengalami
penurunan pada kelompok usia 15-24 tahun, selama periode 2001-
2007. 'Periode penggunaan napza seumur hidup tanpa terputus
abstinensia’ terlthat meningkat untuk kelompok usia yang lebih tua,
peningkatan pada ‘penggunaan napza baru-baru ini' serta
‘penggunaan napza aktif didapati lebih kecil. Prevalensi

penggunaan ganja di kelompok usia 15-24 tahun merupakan salah

143 Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of

Ilicit Drugs? British Journal of Criminology 2010;50:1006 - Mengutip peningkatan kecil
pada 2001-2007.

EMCDDA, Drug Policy Profiles — Portugal. Lisbon: EMCDDA, 2011: Hal. 20
(http://www.emcdda.europa.eu/ATTACHEMENTS.CFM/ATT_137215_EN_POLICYPROFI
LE_PORTUGAL_WEB_FINAL.PDF). Diakses pada 14 Mei 2012.

144

145 Survey Napza Nasional Portugal tidak dilakukan setiap tahun; peningkatan yang

dilaporkan terjadi pada periode 1999-2003.

146 Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of

Illicit Drugs? British Journal of Criminology 2010;50:1006

72 | REVOLUSI SUNYI



satu yang terendah diantara negara-negara Eropa Barat,'’ dan
terdapat penurunan tren jumlah anak muda yang mengalami
ketergantungan napza ‘berat’ seperti heroin.**® Lebih jauh lagi,
pada periode tahun 2000 - 2005, estimasi jumlah pengguna napza
bermasalah menurun, sementara kategori pengguna napza
bermasalah justru mengalami peningkatan di negara-negara
tetangga seperti ltalia dan Spanyol. Beberapa studi terakhir
menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pengguna napza
bermasalah sebesar 50 %, dari 100.000 orang pada awal 1990,
menjadi 50.000 pada 2012.*%° Estimasi jumlah pengguna napza
suntik di Portugal pun menurun hingga 40 % pada periode

tersebut.**?

Beberapa perubahan paling signifikan terjadi di ranah kesehatan
masyarakat, sejak dekriminalisasi, Terjadi peningkatan luar biasa
pada jumlah orang dengan ketergantungan napza yang menjalani
perawatan di Portugal,**! serta penurunan signifikan dalam angka
infekst HIV dan TBC.**> Angka pengguna napza baru yang
didiagnosis terinfeksi HIV menurun dari 907 pada tahun 2000
menjadi 267 pada tahun 2008, sedangkan jumlah kasus AIDS baru

mengalami penurunan dari 506 menjadi 108 pada periode yang

147
EMCDDA, Drug Policy Profiles — Portugal. Lisbon: EMCDDA, 2011: Hal. 17

(http://www.emcdda.europa.eu/ATTACHEMENTS.CFM/ATT_137215_EN_POLICYPROFILE_PO
RTUGAL_WEB_FINAL.PDF). Diakses pada 14 Mei 2012.

148 Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portug Decriminalization of

Ilicit Drugs? British Journal of Criminology 2010;50:1015.

149 AFP. Portugal Drug Law Show Results Ten Years on, Experts Say. AFP. 2011.

(http://www.democraticunderground.com/117038). Diakses pada 2 Juli 2012.

150 1hig.,

151 Greenwald G. Drug Decriminalisation in Portugal: Lessons for Creating Fair and

Successful Drug Policies. Washington DC: Cato Institute, 2009.

152 Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portuguese Decriminalization of

Ilicit Drugs? British Journal of Criminology 2010;50:1014.
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sama.’®®> Para pakar kebijakan napza menyatakan bahwa
pencapaian ini adalah hasil dari perluasan pelayanan pengurangan
dampak buruk napza secara signifikan, yang dilakukan bersamaan
dengan penerapan kebijakan dekriminalisasi.*** Sementara jumlah
kasus infeksi baru HIV masih terbilang tinggi berdasarkan standar
internasional, tren menunjukkan tanda-tanda positif keberhasilan

pelayanan pengurangan dampak buruk napza di Portugal.

Ada beberapa laporan yang saling bertentangan mengenai tingkat
kematian terkait napza sejak dekriminalisasi diperkenalkan pada
tahun 2001. Beberapa pengamat menyatakan adanya peningkatan,
sedangkan lainnya menyatakan penurunan. Ini sebagian besar
bersumber dari perbedaan metode pelaporan postmortem yang
mengakibatkan kelemahan dalam data. Data laporan yang paling
terpercaya berasal dari Lembaga Statistik Nasional (LSN), yang
penelitiannya mencakup data tahun 2001 dan mengukur kematian
terkait-napza hanya berdasarkan pada kematian yang dinyatakan
oleh dokter disebabkan secara langsung oleh penggunaan napza.
Data LSN menunjukkan penurunan signifikan pada angka kematian
terkait napza sejak masa dekriminalisasi diperkenalkan dan
investasi dalam pelayanan pengurangan dampak buruk

ditingkatkan. *5°

153 \hig: 1015

154 \hid: 1016

155 Hughes CE, Stevens A. A Resounding Success of a Disastrous Failure: Re-Examining the

Interpretation of Evidence on the Portuguese Decriminalisation of Illicit Drugs. Drug
and Alcohol Review 2012;31:101, 107-108
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Di sisi peradilan pidana, Portugal berhasil mengurangi angka
kejahatan napza dari kira-kira 14.000 per tahun menjadi rata-rata

5000 sampai 5500 per tahun pasca kebijakan dekriminalisasi.'*¢

Hal ini secara signifikan mengurangi proporsi warga binaan di
dalam penjara Portugal untuk pelanggaran terkait-napza; pada
1999, 44 % dari total warga binaan di Portugal dipenjarakan karena
pelanggaran terkait napza; pada 2008, angka tersebut berkurang
menjadi 21 %. Kondisi ini sangat mengurangi kepadatan penjara di

Portugal.**’

Sejak dekriminalisasi, statistik penegakan hukum di Portugal juga
memperlihatkan peningkatan dalam kapasitas operasional, yang
berakibat pada peningkatan penyitaan napza ilegal yang
diperdagangkan di dalam negeri dan peningkatan kerja sama anti
perdagangan internasional yang ditujukan untuk mengatasi

penyelundupan napza melalui laut.*>®

Para pengkritik sistem dekriminalisasi berupaya menghubungkan
perubahan kebijakan dengan peningkatan angka pembunuhan di
dalam negeri.*>® Klaim ini sama sekali tidak berdasar. Dalam
makalah mereka yang diterbitkan pada 2012, Hughes dan Steven
menjawab isu ini dengan lugas dan menegaskan bahwa klaim
angka pembunuhan yang meningkat tersebut berkaitan dengan

sebuah komentar pada World Drug Report 2009 yang belum

156

Hughes CE, Stevens A. What Can We Learn from the Portug Decriminalization of
Ilicit Drugs? British Journal of Criminology 2010;50:1008

Ibid: Hal. 1010
Ibid: Hal. 1012-1013
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158
159 pinto C. The Resounding Success of the Portuguese Drug Policy: The Power of an
Attractive Fallacy. Lisbon: Associacao Para Uma Portugal Livre de Drogas, 2010.

REVOLUSI SUNYI | 75



terbukti kebenarannya *¢° Hughes dan Stevens menemukan tidak
ada bukti yang menghubungkan dekriminalisasi dengan angka

pembunuhan.¢*

Menariknya, data Eurostat yang mencatat angka pembunuhan di
Eropa menunjukkan bahwa sebelum dekriminalisasi diperkenalkan
pada 2001, angka pembunuhan di Portugal mencapai 0,9 per
100.000 orang dan berfluktuasi antara 1,1 per 100.000 orang pada
1999 dan mencapai puncaknya di angka 1,7 per 100.000 pada 2004.
Pada 2009, angka pembunuhan kembali menjadi 0,9 per 100.000
penduduk. Fakta ini menepis anggapan bahwa dekriminalisasi

mengakibatkan angka pembunuhan meningkat.

FEDERASI RUSIA

Setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan yang keras untuk
napza, Rusia bergerak menuju dekriminalisasi terhadap kepemilikan
napza dalam jumlah kecil selama 10 tahun terakhir. Pasal 228
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia menyatakan
bahwa kepemilikan napza dalam ‘jumlah besar’ dapat dihukum

dengan sanski pidana. Namun, barangsiapa yang tertangkap

160 The UNODC World Drug Report 2009

(http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_eng_web.pdf).
Diakses 14 Mei 2012.

Menyatakan bahwa ‘jumlah penangkapan terkait kokain di negara-negara Eropa
meningkat tajam pada periode itu, di tahun 2006, Portugal mendadak berada di
peringkat keenam tertinggi di dunia. Jumlah pembunuhan meningkat 40% pada periode
yang sama, fakta ini mungkin terkait dengan aktivitas penjualan. Meskipun angkanya
tetap rendah dan Lisbon menjadi salah satu kota teraman di Eropa, Portugal merupakan
satu-satunya negara di Eropa yang memperlihatkan peningkatan signifikan dalam hal
pembunuhan selama di periode ini.

161 Hughes CE, Stevens A. A Resounding Success of A Disastrous Failure: Re-Examining the

Interpretation of Evidence on the Portuguese Decriminalisation of lllicit Drugs. Drug
and Alcohol Review 2012:31:108

76 | REVOLUSI SUNYI



memiliki kurang dari ‘jumlah besar’ itu kemungkinan dapat
mendapatkan sanksi administratif saja. Selama 8 tahun terakhir,
ambang batas yang menetapkan jumlah napza tergolong ‘besar’
terombang-ambing, dari batas kepemilikan yang sangat rendah
sampai batas yang agak tinggi dan kemudian kembali lagi ke
tingkat yang sangat rendah. Kondisi ini membuat kebijakan

dekriminalisasi di Rusia berjalan tidak konsisten dan efektif.*¢2

Sebelum tahun 2004, hukum Rusia tidak mendefinisikan ambang
batas untuk ‘jumlah napza yang besar’ atau jumlah napza yang
dapat dipidanakan (criminal amount). Namun, pengadilan dan
jaksa berpedoman pada sebuah tabel ringkasan dari dewan pakar
International Narcotics Control Board (Badan Pengendali
Narkotika Internasional). Tabel tersebut menetapkan 0,1 gram
ganja dan 0,05 gram heroin sebagai jumlah yang sangat besar. Ini

artinya penerapan sanksi administratif di Rusia praktis tidak ada.

Pada tahun 2004, Pemerintah Rusia memperkenalkan RF.

Government Decree No. 231, yang menyatakan bahwa 10 sampai
50 kali lipat dosis tunggal harus digolongkan sebagai ‘jumlah
besar'.'¢®  Secara praktik, pernyataan ini diterjemahkan bahwa
jumlah ambang batas sebesar 20 gram untuk ganja, 1 gram untuk
heroin, dan 1,5 gram untuk kokain. Alhasil, 40.000 orang yang
sebelumnya sudah diputuskan bersalah mendapat pembebasan

atau pengurangan masa hukuman. Pada tahun 2005-2005, 60.000

162 Levison L. Half a Gram — A Thousand Lives. Harm Reduction Journal 2008:5(22):2

(http://www.harmreductionjournal.com/CONTENT/PDF/1477-7517-5-22.PDF). Diakses
pada 14 Mei 2012.

163 \pig: Hal. 1
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orang diperkirakan terhindar dari tuntutan pidana sebagai hasil dari

perubahan.®

Namun demikian, mengikuti tekanan politis terhadap Pemerintah
Rusia setelah revisi undang-undang napza tahun 2004, undang-
undang pun kembali diubah tahun 2006 untuk menurunkan
ambang batas. Ambang batas ‘jumlah besar’ yang baru; 6 gram
untuk ganja, 0,5 gram untuk heroin dan 0,5 gram untuk kokain —
masih lebih tinggi daripada ambang batas pra-2004, tetapi secara
signifikan meningkatkan jumlah terdakwa menurut undang-undang

kepemilikan napza.*®®

Jika seseorang didapati memiliki jumlah napza di bawah ambang
batas ‘jumlah besar’, ia mendapat denda sampai 1000 rubel (kurang
lebih £21) atau 15 hari penahanan administratif.’®® Perlu dicatat
bahwa menurut European Court of Human Rights (Mahkamah
Hak Asasi Manusia Eropa), setiap penahanan individu oleh negara
atas tindakan tertentu adalah sama dengan pertanggungjawaban

pidana.*¢’

Mulai tahun 2011, parlemen Rusia yang dikuasai oleh Kremlin
berencana untuk melembagakan undang-undang napza yang
keras, yang digambarkan sebagat ‘perang total melawan napza'. Di
bawah undang-undang yang diajukan itu, pengguna yang memiliki

ketergantungan napza akan dipenjara atau dipaksa menjalani

164 \pid: Hal. 2
Ibid: Hal. 3

166 1bid: Hal. 1

167 Merkinaite, S. A War Against People Who Use Drugs: The Costs. Eurasian Harm

Reduction Network (EHRN), Vilnius: 2012, Hal.15. (http://www.harm-
reduction.org/library/war-against-people-who-use-drugs-costs-0). Diakses pada 20 Mei
2012.
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perawatan, beralih dari aturan pemberian sanksi administratif, dan
pengedar akan menerima hukuman penjara yang lebih lama,
termasuk hukuman penjara seumur hidup.’®® Ada juga usulan
mengenai pelanggaran pidana atas kepemilikan internal, yang
artinya siapa pun yang terbukti positif dalam tes napza akan

dianggap bersalah melakukan pelanggaran pidana.

Walaupun kebijakan undang-undang dekriminalisasi kelthatan
moderat, praktiknya, pendekatan Rusia terhadap penggunaan
napza menjadi petaka. Selain mereka gagal menerapkan
dekriminalisasi secara tepat, undang-undang pidana mencegah
ketersediaan resep pengganti opiat dan pembatasan pertukaran
jarum suntik. Hal ini mengarah kepada epidemi HIV di kalangan
pengguna napza, khususnya mereka yang menyuntik melalui vena,
dengan 80 % dari seluruh kasus HIV yang terdaftar sejak tahun
1987- 2008 berhubungan dengan penggunaan napza melalui jarum
suntik.*%® Pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka yang
menggunakan napza telah terdokumentasi dengan baik, hal ini
terjadi dalam pelaksanaan ‘metode perawatan rehabilitasi’ seperti
pemukulan, membiarkan pasien kelaparan, pemborgolan di
kerangka tempat tidur dalam waktu lama, penyetruman dan

menguburkan pasien dalam tanah.”?

168 Parfitt T. Russia Defies Growing Consensus with Declaration of ‘Total War on Drugs’.

The Guardian 8 June 2011. (http://www.theguardian.com/world/2011/jun/08/russia-
total-war-on-drugs). Diakses pada 14 Mei 2012.

Boris Gryzlov, Juru Bicara Negara Bagian Duma, mengatakan: ‘Gembong bisnis narkotika
harus ditempatkan satu sel bersama pembunuh berantai dengan hukuman yang tepat,
yaitu seumur hidup.”

169 Merkinaite, S. A War Against People Who Use Drugs: The Costs. Eurasian Harm

Reduction Network (EHRN), Vilnius: 2012, Hal.22

170" Ibid: Hal. 21
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SPANYOL

Kepemilikan personal dan penggunaan napza untuk keperluan
pribadi dalam jumlah kecil telah secara resmi dilegalkan di Spanyol
selama hampir 30 tahun lamanya.'’* Meskipun sejak 1974,
Mahkamah Agung di Spanyol mengatur bahwa penggunaan dan
kepemilikan napza tidak termasuk pelanggaran pidana, konsep ini
tidak diintegrasikan ke dalam undang-undang Spanyol hingga
tahun 1982.72 Pada 1992, undang-undang Spanyol untuk pertama
kalinya mensyaratkan hukuman administratif untuk penggunaan

napza di ruang publik dan kepemilikan pribadi.'”?

Di bawah undang-undang saat ini jika polist menemukan
seseorang dengan kepemilikan napza senilai lebih dari
penggunaan untuk 5 hari; 200 gram ganja, 25 gram resin ganja, 2,4
gram ekstasi, 3 gram heroin, 7,5 gram kokain;'’* orang tersebut
kemungkinan akan menghadapt hukuman administratif yang

diberlakukan oleh polisi.'”> Sanksi-sanksinya meliputi denda,

71 Gamella J, Rodrigo MUI. A Brief History of Cannabis Policies in Spain (1968-2003).

Journal of Drug Issues 2004: Summer:630

172 Martin BA. Cannabis Social Clubs in Spain: A Normalizing Alternative Underway.

Transnational Institute Series on Legislative Reform of Drug Policies NR.9. Amsterdam:
Transnational Institute, 2011 (http://www.tni.org/files/download/dIr9.pdf). Diakses
pada 14 Mei 2012.

173 Constitutional Law 1/1992. Art.25-30

(http://www.emcdda.europa.eu/HTML.CFM/INDEX5173EN.HTML?PLUGINMETHOD=EL
DD.SHOWLEGALTEXTDETAIL&ID=564&LANG=EN&T=2). Diakses pada 20 Mei 2012.

174 EMCDDA. Threshold Quantities for Drug Offences. Lisbon: EMCDDA, 2010

(http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html). Diakses pda 14 Mei
2012.

175 Gamella J., Rodrigo M. L. J. A brief history of cannabis policies in Spain (1968-2003).

Journal of Drug Issues 2004; Summer: 623-660.

Menjelaskan bahwa karena ambang batas yang relatif tinggi, kuantitas yang ditentukan
untuk penggunaan pribadi tidak mampu menghentikan individu untuk berurusan dengan
pengadilan, karena sidang pelanggaran administrasi termasuk denda, masuk dalam
kewenangan polisi.
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penangguhan surat izin mengemudi atau lisensi kepemilikan
senjata, atau hukuman ringan lainnya. Hukuman ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri Spanyol tetapi otoritas lokal juga dapat
menentukan sanksi sesuai proses dengar pendapat di depan
dewan keamanan daerah, apabila undang-undang atau peraturan

daerah untuk pelanggaran napza tersedia.

Jika seseorang ditemukan dengan jumlah napza di atas ambang
batas, orang itu dapat dirujuk ke pengadilan atau ke dewan
keamanan daerah, yang akan mempertimbangkan jumlah napza
serta faktor-faktor lain, termasuk apakah orang tersebut adalah
pengguna yang sudah terdaftar dalam catatan pemerintah, dimana
napza ditemukan, bagaimana napza disimpan, dan keberadaan
uang tunai dalam jumlah besar, untuk menentukan apakah napza
itu berniat digunakan sendiri atau diperdagangkan.’’® Meskipun
preseden Mahkamah Agung menyatakan bahwa kepemilikan
jumlah napza di atas ambang batas 5 hari merupakan tindak
pidana, individu yang ditangkap dengan jumlah yang lebih besar
dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Banyak isu
masih dapat diperdebatkan dalam proses pengadilan pelanggaran
napza di Spanyol, termasuk apakah napza tertentu tergolong
‘berat’ atau ‘ringan’ (yang nantinya berdampak pada penetapan
sanksi tertentu) dan apakah napza tersebut akan digunakan atau
diedarkan. Jika seseorang didapati memiliki napza untuk diedarkan
atau dijual, hukuman penahanan berlaku di pengadilan. Bagi
pengguna dengan ketergantungan napza, hukum atau denda dapat
ditangguhkan apabila ia setuju untuk menjalani perawatan di pusat

rehabilitast yang diakut secara resmi.

176 1bid: Hal. 638
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Kendati prevalensi penggunaan napza di Spanyol berfluktuasi
selama tiga puluh tahun terakhir, dan prevalensi penggunaan
dan kepemilikan napza di kalangan populasi umum - terutama
terkait kokain - saat ini tinggi, pengalaman Spanyol secara
jelas menggambarkan apa yang selama ini terus diperkuat oleh
penelitian: kebijakan pengendalian napza di suatu negara
tidak memiliki dampak signifikan terhadap penggunaan

napza.

Sebagat contoh, dalam kurun waktu 5 tahun setelah dekriminalisasi
napza secara resmi berlaku di Spanyol tahun 1982, prevalensi
ketergantungan terhadap heroin mencapai puncaknya.'’” Tetapi,
konsumsi ganja dan hashish menurun selama periode yang
sama.'’® Tidak satu pun kelihatannya menjadi akibat dari

perubahan undang-undang atau penegakan hukum.

Beberapa dekade terakhir, petani dan pengguna ganja sudah mulai
membuka ‘klub ganja’, yaitu organisasi-organisasi swasta yang
mengelola bar atau klub di mana anggotanya dapat menggunakan
ganja secara pribadi bersama anggota lainnya. Meskipun penegak
hukum Spanyol tidak konsisten dalam merespon kemunculan klub-
klub ganja ini, organisasi-organisasi tersebut taat pada hukum
Spanyol dengan memfasilitasi hanya untuk penggunaan pribadi.
Prinsip ini diakui dalam serangkaian keputusan Mahkamah Agung
pada tahun 2001 dan 2003 yang menyatakan bahwa kepemilikan

ganja pribadi tanpa ada niat untuk menjual, walaupun berjumlah

77" Ibid: Hal.629.

78 \hid: Hal.634.
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besar, bukan merupakan pelanggaran pidana.'’® Diperkirakan ada

300 klub ganja beroperasi di Spanyol.*&°

URUGUAY

Kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi tidak pernah
menjadi tindak pidana di Uruguay.*®* Prinsip dekriminalisasi resmi
masuk ke dalam undang-undang Uruguay pada 1974 dan
diperbaharui pada 1998 untuk mengklarifikasi ambiguitas.
Berdasarkan undang-undang, barangsiapa didapati memiliki napza
dalam ‘jumlah wajar yang secara eksklusif ditujukan untuk
penggunaan pribadi,’ seperti yang ditentukan oleh hakim,
dibebaskan dari hukuman; pidana atau administratif.*®? Jika hakim,
dengan mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk jumlah,
menetapkan bahwa kepemilikan napza dimaksudkan untuk dijual,
diproduksi atau diedarkan, ia harus menjelaskan alasan atas
ketetapan tersebut dalam setiap hukuman yang ditentukan.*®?
Uruguay juga telah menerapkan strategi pengurangan dampak
buruk sebagai pendamping kebijakan dekriminalisasi selama 12
tahun terakhir.*** Menurut UN World Drug Report 2011, Uruguay

melaporkan prevalensi penggunaan napza yang lebih rendah

179 Buxton N. Drug Club: Spain’s Alternative Cannabis Economy. Amsterdam: Transnational

Institute, 2011. (http://www.tni.org/article/drug-club-spains-alternative-cannabis-
economy). Diakses pada 14 Mei 2012.

180 i,

181 Jelsma M. Drug Law Reform Trend in Latin America. Amsterdam: Transnational

Institute,2009: Hal. 1
(http://www.akzept.org/pdf/volltexte_pdf/nr23/drogenpo_inter/tnltrends_latam0110
.pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.

Law no 17.016 Art.31. 1998, Updating Law no 14.294 Art.31. 1974.
Ibid.

182
183

184 Garibotto G. Prisons and Drugs in Uruguay. In: Systems Overload: Drug Laws and

Prisons in Latin America. Washington/Amsterdam: Washington Office on Latin America
(WOLA)/Transnational Institute, 2010: Hal.82.
(http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Systems_Overload/TNI-
Systems_Overload-uruguay-def.pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.
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daripada Inggris untuk opiat, kokain, ganja, amfetamin dan
ekstasi.’®* Pada April 2011, badan legislatif Uruguay berdebat untuk
melegalkan penanaman dan pemanenan sampai dengan 8
tanaman ganja per-rumahtangga.*®® Diperkirakan undang-undang
int akan didiskusikan lebih lanjut pada 2012.

Kendati penggunaan dan kepemilikan napza adalah legal menurut
undang-undang di Uruguay, para penelitt menunjukkan bahwa
praktik polisi dan proses hukum telah mengakibatkan penahanan
banyak pengguna napza dari kalangan bawah. Banyak orang
menjalani penahanan pra-peradilan, dengan praduga de facto atas
pelanggaran penanaman atau perdagangan napza, namun tidak
diberlakukan tuntutan resmi terhadap mereka. Kelemahan sistem
peradilan pidana dan sistem pemenjaraan di Uruguay berdampak
pada pelanggar napza dan non-napza, dan kemungkinan menjadi
kontraproduktif dengan tujuan dekriminalisasi dalam undang-
undang. Sejak 2009, 11 % populasi penjara di Uruguay merupakan
pelanggar kasus napza, tetapi 65,3 % dari seluruh warga binaan
ditahan berdasarkan hukuman pra-peradilan tanpa dakwaan;
beberapa orang menjalaninya selama berbulan-bulan atau

bertahun-tahun.*&”

185 UNODC. World Drug Report 2011. Vienna: UNODC, 2011: Hal.220.

(https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf).Diakses pada 14 Mei 2012

186 Valeria G. Permitiran Hasta 8 Plantas de Marihuana. El Pais 19 April 2011.

(http://historico.elpais.com.uy/110419/PNACIO-
561056/NACIONAL/PERMITIRANHASTA-8-PLANTAS-DE-MARIHUANA/). Diakses pada 14
Mei 2012.

187 Garibotto G. Prisons and Drugs in Uruguay. In: Systems Overload: Drug Laws and

Prisons in Latin America. Washington/Amsterdam: Washington Office on Latin America
(WOLA)/Transnational Institute, 2010: Hal.82-86
(http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Systems_Overload/TNI-
Systems_Overload-uruguay-def.pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.
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Terlepas dari adanya kebijakan dekriminalisasi di Uruguay,

penerapan kebijakan dalam praktik masih menjadi tantangan.

AMERIKA SERIKAT: NEGARA BAGIAN CALIFORNIA

Kendati Amerika Serikat menyandang reputasi buruk sebagai
negara yang memberlakukan undang-undang napza yang sangat
keras (dan angka pemenjaraan yang tinggi sebagai
konsekuensinya; seringkali diakibatkan oleh penerapan hukuman
minimum wajib) serta hasrat yang tak pernah terpuaskan untuk
memberantas napza ilegal, 14 negara bagian telah meloloskan
beberapa variasi undang-undang dekriminalisasi ganja sejak
1973188

Walau ganja masih dikriminalkan berdasarkan undang-undang
federal Amerika, namun beberapa negara bagian dan kota di
Amerika telah membuat kebijakan pengendalian ganja dan
hukumannya selama puluhan tahun. Serangkaian studi yang
dilakukan pada 1970-an untuk meneliti dampak dekriminalisasi
terhadap prevalensi penggunaan ganja di 4 negara bagian yang
menerapkan kebijakan dekriminalisasi, mengungkapkan adanya
sedikit peningkatan penggunaan ganja di kalangan orang dewasa,

tapi peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Pada

188 Negara bagian ini termasuk: Alaska, California, Colorado, Connecticut, Maine,

Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New York, North Carolina,
Ohio and Oregoan. Meskipun hukum ganja di beberapa negara bagian lebih dekat ke
golongan ‘depenalisasi’ daripada ‘dekriminalisasi’, masing-masing memiliki pengurangan
minimum atau penghapusan hukuman untuk jumlah ganja yang sedikit, atau menjadikan
pengendalian ganja sebagai prioritas rendah bagi penegak hukum. Selain negara-negara
bagian ini, banyak kota-kota di Amerika Serikat yang meloloskan hukum dekriminalisasi
atau membuat penangkapan atas ganja pada prioritas terendah. Sejak Juni 2012, negara
bagian Amerika Serikat, yaitu Rhode Island menjadi negara ke-15 yang melakukan
dekriminalisasi kepemilikan ganja, kemudian 2 negara bagian lagi, Colorado dan
Washington, akan mengadakan pemungutan suara terkait dekriminalisasi pada
November 2012, yang jika lolos, akan membuat jumlah negara bagian di Amerika Serikat
yang memberlakukan dekriminalisasi menjadi 17.
(http://www.foxnews.com/us/2012/06/10/efforts-to-relax-pot-rules-gaining-
momentum-in-us/).
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periode yang sama, negara-negara bagian dengan hukuman yang
lebih keras mengalami peningkatan prevalensi penggunaan ganja
dalam jumlah besar, dan peningkatan tersebut signifikan secara

statistik,.*®?

Beberapa studi lainnya mengemukakan kecenderungan yang
sedikit lebih besar (2-5 %) untuk menggunakan ganja baru-baru ini,
di kalangan anak muda yang tinggal di negara-negara bagian yang
melegalkan ganja, namun studi tidak menemukan dampak

signifikan terhadap prevalensi penggunaan ganja tahunan.*®°

Setelah penerapan dekriminalisasi di California, biaya total
pengendalian ganja menurun dari US$17 juta pada paruh
pertama tahun 1975 menjadi US$4,4 juta pada paruh pertama
tahun 1976.1%

Walaupun ganja hanyalah satu-satunya jenis napza yang legal di
negara bagian tertentu di Amerika, beberapa wilayah hukum telah
mengambil langkah menunju pengurangan sanksi hukuman yang
terkait dengan pelanggaran napza ringan. Pada tahun 2000, para
pemilih di California menyetujui Proposition 36 melalui sebuah
referendum, mengubah undang-undang California  untuk
memberikan hukuman percobaan dan rehabilitasi sebagat

pengganti sanksi pemenjaraan bagi pelaku yang didakwa atas

189 Single E, Christie P, Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and The

United States. Journal of Public Health Policy 2000;21(2):171

190 Pacula R, Chriqui J, King J. Marijuana Decriminalization: What Does It Mean in The

United States? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004: Hal.17
(http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2004/RAND_WR126.
pdf). Diakses pada 14 Mei 2012.

Single E, Christie P, Ali R. The Impact of Cannabis Decriminalisation in Australia and The
United States. Journal of Public Health Policy 2000;21(2):26.

191
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kepemilikan napza ringan non-kekerasan yang baru pertama atau

kedua kali melakukan pelanggaran.*??,

Sejak penerapannya dimulai pada 2001, ratusan ribu orang dirujuk
untuk mengikuti rehabilitasi, sebagai alternatif sistem peradilan
pidana, dan negara menghemat US$5.836 untuk setiap pelaku yang
berhasil menyelesaikan program rehabilitasi*?3. Secara keseluruhan,
program tersebut telah menghemat US$2,50 untuk setiap US$1
yang dibelanjakan dalam implementasi dan selama lima tahun
telah menghemat total sebesar antara US$850 juta dan US$1,3
trilyun.*** Proposition 36 belum dianggap berhasil; bagaimanapun
juga, 5 tahun setelah implementasi, hanya 34 % yang sukses
menyelesaikan program rehabilitasi*** dan separuh dari jumlah
orang yang mengikuti program ditangkap kembali karena
pelanggaran napza dalam waktu 30 bulan.*®¢ *°7 Bagi mereka yang

sukses menyelesaikan rehabilitasi, penggunaan napza setelahnya

192 Substance Abuse and Crime Prevention Act of 2000

(http://www.nationalfamilies.org/guide/california36-full.html). Diakses pada 14 Mei
2012.

193 Urada D, Hawken A, Conner BT et al. Evaluation of Proposition 36: The Substance Abuse

and Crime Prevention Act of 2000, UCLA Integrated Substance Abuse Programs,
Prepared for The Department of Alcohol and Drug Programs, California Health and
Human Services Agency. Los Angeles: UCLA, 2008: Hal.228
(http://www.uclaisap.org/PROP36/DOCUMENTS/2008%20FINAL%20REPORT.PDF).
Diakses pada 14 Mei 2012.

Dooley M. Give Prop.36 A Chance. Los Angeles Times 7 April 2007
(http://www.latimes.com/opinion/la-oew-dooley5apr05-story.html). Diakses pada 14
Mei 2012.

Lihat California Society of Addiction Medicine (CSAM). San Francisco: CSAM, 2009.
2009/10 Budget: Funding for Proposition 36 Addiction Treatment (http://www.csam-
asam.org/200910-budget-funding-proposition-36-addiction-treatment). Diakses pada
14 Mei 2012. Menunjukkan bahwa pada 2007, 40% partisipan tahunan berhasil
menyelesaikan program rehabilitasi.

Ibid.

194

195

196

197 Garvey M., Leonard J. Drug Use Rearrests Up After Prop.36 . Los Angeles Times 14 April

2007 (http://articles.latimes.com/2007/APR/14/local/me-drug14). Diakses pada 14 Mei
2012.
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merosot menjadi 71 % dan angka penduduk yang mendapatkan

pekerjaan naik hampir dua kali lipat.**®

Pada praktiknya, Proposition 36 tidak menciptakan sistem
dekriminalisasi formal, karena seseorang harus mengaku bersalah
atau diputuskan bersalah untuk memenuhi syarat mengikuti
program pengalihan. Seseorang harus berhasil menyelesaikan
rehabilitasi untuk menghapus penangkapan dan putusan pidana
dari catatan mereka secara permanen. Sementara banyak peserta
yang menyelesaikan program dan berhasil menghapus kejahatan
dari catatan mereka, lebih banyak juga peserta yang gagal.
Menyusul krisis anggaran California beberapa tahun belakangan,
semua pendanaan untuk program rehabilitasi di bawah
Proposition 36 telah dihapus pada 2011, sementara larangan untuk

pemenjaraan masih berlaku.**®

Bagi individu yang diputuskan bersalah karena pelanggaran dan
memenuhi syarat untuk mengikuti program rehabilitasi yang diatur
Proposition 36 saat ini, sebagian besar dari mereka akan
dibebaskan tanpa rujukan rehabilitasi, sementara pelanggar lainnya
tetap berada dalam daftar tunggu untuk menanti ketersediaan

rehabilitasi.

198 Lihat California Society of Addiction Medicine (CSAM). San Francisco: CSAM, 2009.

2009/10 Budget: Funding for Proposition 36 Addiction Treatment (http://www.csam-
asam.org/200910-budget-funding-proposition-36-addiction-treatment). Diakses pada
14 Mei 2012.

199 Richman J. Money is Gone, But Proposition 36’s Drug Treatment Mandate Remains.

Oakland Tribune 22 April 2011.
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2

REKOMENDASI
MODEL KEBIJAKAN DEKRIMINALISASI
YANG EFEKTIF



1.1

rofil negara-negara yang menerapkan dekriminalisasi di atas
memaparkan realita bahwa banyak negara menggunakan model
yang tidak efektif, tidak fungsional, bahkan pada sebagian kasus
mengakibatkan dampak buruk yang lebih besar terhadap
pengguna napza dan masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah
garis besar penjelasan mengenai dua isu; yaitu untuk
pengembangan kebijakan dekriminalisasi dan pertimbangan

penerapannya:

Ambang Batas atau Tanpa Ambang Batas — Sebagaimana
dipaparkan, sejumlah negara tidak menetapkan jumlah ambang
batas ketika memutuskan apakah seseorang memiliki napza untuk
penggunaan pribadi. Pendekatan ini dapat mengatasi kekakuan
penerapan ambang batas yang ketat, tetapi juga dapat
menimbulkan penyalahgunaan oleh polisi atau pihak lain dalam
sistem peradilan pidana dalam menetapkan apakah seseorang
dapat menjadi subyek dalam model dekriminalisasi. Penting untuk
menyeimbangkan posisi-posisi yang saling berlawanan ini demi

memastikan sistem berjalan dengan tepat.

Pendekatan Non-Ambang Batas - Salah satu manfaat
menggunakan pendekatan penentuan awal oleh polisi untuk
membedakan seorang pengguna napza dari pengedar napza
adalah, mereka yang ditemukan memiliki napza untuk penggunaan
pribadi tidak akan dikenakan sanksi pidana, berapa pun jumlah

barang bukti yang disita.

Namun sistem seperti ini dapat disalahgunakan, seperti yang
dibuktikan oleh sistem dekriminalisasi di Uruguay, yang terganggu
oleh penahanan pra-peradilan tingkat tinggi atas kasus

kepemilikan berdasarkan tuduhan keterlibatan dalam peredaran
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1.2

napza. Meskipun penetapan awal polisi mengenai pengguna napza
versus pengedar napza dapat  melindungi pengguna dan
menghemat biaya penuntutan, adalah penting agar pengadilan
independen mempertimbangkan penetapan kebijakan tentang
suplai setelitt mungkin guna memastikan agar saat tidak ada
batasan jumlah, pengguna non-pidana tidak secara keliru dikenat
hukuman pidana. Para hakim harus mempertimbangkan situasi
secara keseluruhan, sekaligus juga merangkul prinsip perlakuan

yang lunak untuk kasus-kasus sepertt int.

Penerapan Ambang Batas - Sebagaimana dijelaskan di atas,
terdapat banyak variasi jumlah ambang batas yang telah diterapkan
untuk zat yang sama di beberapa negara seluruh dunia. Jika sebuah
pemerintahan memutuskan untuk menggunakan sistem ambang
batas, jumlah yang didefinisikan dalam undang-undang atau
pedoman tuntutan haruslah memiliki makna, yaitu harus
beradaptasi dengan realitas lapangan, memastikan agar prinsip
dekriminalisasi kepemilikan pribadi dapat dicapai dengan benar.
Walaupun tidak ada jumlah ambang batas yang ideal, penerapan
yang tepat untuk model ini sebaiknya tidak mengarah kepada
penahanan atau tuntutan pidana terhadap mereka yang tertangkap
memiliki napza dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi
Selain itu, walaupun jumlah ambang batas dapat berguna, hal ini
harus dianggap sebagai indikatif semata, para jaksa dan hakim
perlu mempertahankan diskresi untuk memutuskankasus per kasus

sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

. Respon dan Vonis — Ada beberapa respon yang dapat dilakukan

oleh sebuah negara dalam menangani kepemilikan napza di luar

skenario peradilan pidana:
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2.1. Tidak Ada Respon — Sebagian negara seperti Belanda atau Belgia
memiliki kebijakan dimana mereka yang didapati memiliki napza
untuk penggunaan pribadi tidak menerima sanksi. Manfaat dari
pendekatan ini adalah penghematan biaya pada sistem peradilan
pidana, sementara individu yang ditangkap tersebut tidak perlu
menjalani hukuman yang tidak sesuai. Sebagai contoh, sebagian
besar individu yang menerima denda administratif atas kepemilikan
napza akan setuju untuk menjalani program rehabilitasi sebagat
pengganti bayaran. Banyak yang melakukan int demi menghindari
pembayaran dan tidak mendapatkan manfaat dari pengobatan
tersebut karena mereka bukan pengguna napza yang bermasalah.
Perlu diketahui bahwa hanya sebagian kecil pengguna napza
(diperkirakan sekitar 10-15% dari seluruh pengguna) menderita
masalah ketergantungan napza secara medis, dan mungkin

memerlukan pengobatan.

Selanjutnya, model yang digunakan oleh Portugal memberlakukan
respon bertahap bagi seseorang yang ditangkap karena memiliki
napza untuk konsumsi pribadi. Umumnya untuk kejadian pertama,
tidak ada tindakan yang diberikan, kecuali orang tersebut ingin
direkomendasikan mengikuti rehabilitasi. Nama mereka akan
dicatat oleh pihak berwenang, setelah 6 bulan namanya akan
dihapus dari catatan. Namun, jika mereka kembali tertangkap
memiliki napza dalam periode 6 bulan, mereka akan dibawa ke
komisi penasihat dan menerima hukuman atau rekomendasi untuk

pengobatan.
Boleh dibilang, mengejar dan menangkap mereka yang

menggunakan napza untuk hiburan semata hanyalah menyia-

nyiakan sumber daya kepolisian, sementara keputusan untuk tidak
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2.2.

2.3

24

mempindanakan pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan

peningkatan penggunaan napza di Belanda.

Denda atau Sanksi Administratif Lainnya - Banyak negara
mengeluarkan denda (termasuk denda di tempat yang dikeluarkan
oleh kepolisian) atas kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi.
Sebagaimana dijelaskan pada poin di atas, kesediaan untuk
menjalani pengobatan sebagai ganti pembayaran denda dapat
memunculkan masalah. Jika sistem denda diterapkan, harus
ditetapkan pada tingkat yang wajar dan tidak mengakibatkan
sejumlah besar orang dipenjara karena tidak membayar. Bentuk
lain dari sanksi perdata, seperti penyitaan paspor atau surat izin
mengemudi, perlu dihindari karena ini dapat memunculkan

dampak negatif yang tidak perlu dalam hidup seseorang.

Perawatan Rehabilitasi - Untuk mereka yang memiliki
ketergantungan pada napza, kami menyarankan agar pihak
kepolisian bekerjasama dengan pusat-pusat rehabilitasi untuk
menawarkan rute rujukan perorangan seperti yang diterapkan di
Portugal. Beberapa pilihan pengobatan juga perlu disediakan,
termasuk peresepan obat pengganti opiat. Ketergantungan napza
adalah kondisi kambuhan kronis dan setiap sistem yang berfokus
sepenuhnya pada ‘hasil akhir bebas napza’ berpotensi
mengarahkan seseorang pada kegagalan. Selain itu, kegagalan
untuk memenuhi syarat perawatan rehabilitasi harus diatasi dengan
cara melibatkan individu-individu tersebut dalam program

rehabilitasi, dan seharusnya tidak berujung pada sanksi pidana.

Penahanan Administratif — Penahanan seperti yang dilakukan di

beberapa negara di Asia Tenggara dan bekas Uni Soviet, tidak
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2.5.

boleh dan tidak akan pernah boleh dipertimbangkan sebagai
respon yang tepat untuk kepemilikan napza berdasarkan model
dekriminalisasi atau model lainnya. Rangkaian peraturan seperti itu
berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia yang
signifikan, ketika individu ditahan dalam waktu lama untuk 'dirawat’
dan sering menjadi korban buruh paksa, pemukulan dan
penyiksaan. Penahanan kejam di luar sistem peradilan pidana dapat
mengarah  kepada  konsekuensi  destruktif = sebagaimana
pemenjaraan dan tidak sesuai dengan tujuan dasar kebijakan

dekriminalisasi.

Vonis yang Tidak Proporsional pada Kasus-Kasus Kepemilikan
Napza di Atas Ambang Batas atau Pelanggaran Suplai-
Seringkali negara yang telah menggunakan pendekatan
dekriminalisasi meningkatkan hukuman secara signifikan untuk
mereka yang melakukan kesalahan napza di luar jumlah ambang
batas atau sebaliknya akibat dari dekriminalisasi. Adalah sangat
penting agar pemerintah mengakuti prinsip proporsionalitas dalam
memberikan hukuman terhadap pelanggaran napza. Terlalu sering
mereka yang dijatuhi hukuman atas pelanggaran sebagai pemasok
tanpa aksi kekerasan menerima hukuman penjara yang lebih berat
dibandingkan pelaku kejahatan yang melibatkan kekerasan, seperti

pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Intervensi Kesehatan Masyarakat dan Perawatan — Pembuat
kebijakan harus melihat dampak positif pengalaman dekriminalisasi
di Portugal, terutama investasi besar dalam inisiatif kesehatan
masyarakat bersamaan dengan kebijakan dekriminalisasi, yang
mencakup pertukaran jarum suntik dan meresepkan pengganti

opiat. Negara-negara yang ingin mengurangi dampak buruk
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4.1.

4.2

potensial dari penggunaan napza yang dan ingin membatasi biaya
jangka panjang melalui program yang mengatasi penularan HIV
dan virus dalam darah lainnya, harus mempertimbangkan
penerapan model dekriminalisasi yang didampingi dengan

investasi kesehatan masyarakat.
Pertimbangan Implementasi:

Penegakan Hukum yang Membeda-bedakan — Dengan adanya
kebijakan dekriminalisasi, berakhirlah proses penuntutan hukum
yang tidak perlu dan kriminalisasi terhadap masyarakat dunia
dalam jumlah yang tak terhitung setiap tahunnya. Namun
demikian, harus dilakukan penjajakan secara hati-hati oleh pihak-
pthak berwenang dalam sistem, tentang bagaimana dekriminalisasi
bekerja dalam praktik. Dalam sistem yang menerapkan jumlah
ambang batas atau masa periode penahanan yang signifikan
sebelum keputusan hukum dijatuhkan pada kasus perorangan,
seringkali kaum minoritas menjadi sasaran para penegak hukum.
Disparitas rasial yang terjadi saat penanganan pelanggaran napza
di kepolisian tampak jelas di banyak wilayah hukum dan selain
pelanggaran hak asasi yang menjadi konsekuensinya, kejadian
seperti init memperburuk hubungan masyarakat dengan polisi dan
negara. Penentu kebijakan perlu memantau penegakan kebijakan
napza demi menjamin agar segala sumber daya yang ada

digunakan secara adil, efektif dan efisien.

Perluasan Jaring — Sebagaimana dipaparkan dalam pengalaman
Australia Selatan, pembuat kebijakan harus berusaha memastikan
dekriminalisasi tidak mengakibatkan lebih banyak individu
bersinggungan dengan sistem peradilan pidana. Baik sebagai hasil

perluasan kekuasaan polist maupun ambang batas jumlah napza
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yang rendah, kebijakan dekriminalisasi harus menyasar penurunan
jumlah individu yang menderita akibat konsekuensi hukuman
pidana, bukan semata-mata pemberlakuan nama dekriminalisasi
belaka.
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KESIMPULAN



Perkembangan kebijakan dekriminalisasi di seluruh dunia
menunjukkan bahwa dekriminalisasi adalah opsi kebijakan yang
layak dan sukses di banyak negara. Dekriminalisasi tidak menjadi
petaka sebagaimana yang diperkirakan dan terus diperkirakan oleh

banyak orang.

Seperti yang dibuktikan dalam laporan ini, kebijakan penegakan
hukum napza ternyata memiliki korelasi kecil terhadap tingkat
penggunaan dan penyalahgunaan napza di negara bersangkutan.
Negara dengan sistem kriminalisasi paling keras justru memiliki
prevalensi penggunaan napza paling tinggi di dunia, dan negara-
negara dengan sistem dekriminalisasi memiliki prevalensi

penggunaan napza yang paling rendah, begitu pula sebaliknya.

Tetapi diskusi belum berakhir. Diperlukan lebih banyak penelitian;
pemerintah dan akademisi harus berinvestasi lebih banyak dalam
meneliti model kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi
dampak buruk napza dan mencapai keluaran kebijakan yang adil
dan sehat. Data yang lebih banyak dan lebih baik akan memperkuat
penelitian yang ada dan memberikan dasar yang kuat untuk

membangun dan merancang kebijakan napza di masa mendatang.

Menyadari bahwa undang-undang napza berdampak kecil
pada penggunaan napza, pembuat kebijakan harus bersedia
mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang lebih luas dan
lebih rumit; yang mempengaruhi hubungan individu dengan

napza.

Walaupun lebih banyak penelitian diperlukan, karakteristik
sosioekonomi seperti kesenjangan pendapatan dan tingkat

dukungan sosial ternyata memiliki korelasi lebith erat dengan
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masalah napza di masyarakat; dibandingkan undang-undang atau
kebijakan napza. Penelitian awal menunjukkan bahwa negara-
negara dengan tingkat kesenjangan kekayaan yang lebih tinggi
cenderung memiliki tingkat penggunaan napza bermasalah yang

lebih tinggi.?%°

Hal ini memungkinkan pendukung dan penyusun kebijakan yang
tertarik merancang kebijakan napza efektif, yaitu kebijakan yang
mampu mengurangi biaya dan dampak buruk napza; untuk
mengenali bahwa penggunaan napza seringkali merupakan gejala
dari faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas dan belum tentu

menjadi penyebab masalah sosial itu sendiri.

Di seluruh dunia, semakin banyak negara yang menelaah ulang
kebijakan napza mereka saat ini dan mempertimbangkan

kebijakan napza alternatif.

Amerika Tengah dan Amerika Latin berada di titik pusat seruan
reformasi kebijakan napza. Kecenderungan yang mengarah kepada
pendekatan berbasis fakta dan lebih pragmatis ini akan memiliki
dampak berarti bagi kehidupan jutaan manusia, sekaligus
mengakhiri kriminalisasi terhadap banyak orang dalam masyarakat

kita, terutama terhadap kalangan muda dan kaum rentan.

Selama lebth dari 50 tahun berlangsungnya ‘Perang terhadap
Napza' yang gagal, seharusnya kita tidak melupakan bahwa
beberapa negara kini memiliki pengalaman melaksanakan

kebijakan dekriminalisasi napza selama hampir 40 tahun. Negara-

200 Wilkinson R, Pickett K. The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone. London:

Penguin Books, 2010: Hal.71
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negara ini memiliki banyak hal yang ingin disampaikan kepada
dunia mengenai manajemen kebijakan napza, dengan porsi yang
sama seperti negara-negara yang secara agresif menganut
kebijakan pelarangan napza. Dan telah tiba saatnya bagi kita untuk

mulai mendengarkan mereka.
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